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ABSTRAK

	Saat ini pemandangan beberapa pusat-pusat Kota Palembang banyak terlihat beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hampir setiap bulan ada saja orang dengan gangguan jiwa baru yang datang ke Kota Palembang. Orang dengan gangguan jiwa ini diduga merupakan kiriman dari beberapa daerah. Memang ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang merupakan warga kota Palembang, namun saat ini orang dengan gangguan jiwa di kota Palembang terus bertambah dan tidak tahu asalnya dari mana. Kondisi ini membuat warga kota Palembang cukup resah dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian ini. Pertama Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa. (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007). Kedua Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa Dan yang ketiga Adalah Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa.
	Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan jenis data kualitatif dan sumber datanya berupa data primer, data sekunder dan data tersier dengan tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi adapun teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
	Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa, jika dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, Pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada Dinas-dinas yang terkait. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang, disebabkan karena faktor budaya, yaitu stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk baik keluarga pasien maupun masyarakat pada umumnya, mereka masih dikucilkan, tidak dibiarkan melakukan segala aktivitas normal, bahkan diisolasi dari kehidupan sosial dan Tinjauan Hukum Islam, Imam Hasan Al-Banna berkata: “Tidak ada larangan dalam Islam bila seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan rakyat, para ulama fiqih juga telah memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang digunakan adalah melindungi kemaslahatan umum.





ABSTRACT

	Nowadays, there are a lot of people with mental disorders (ODGJ). Almost every month there are people with new mental disorders who come to Palembang City. People with mental disorders are thought to be consignments from several regions. Indeed, there are some people with mental disorders who are citizens of Palembang, but now people with mental disorders in the city of Palembang continue to grow and do not know where they come from. This condition makes the citizens of Palembang quite anxious about the existence of people with mental disorders (ODGJ). Three things were raised as the focus of this study. First, how to analyze the authority of the Mayor of Palembang in disciplining people in mental disorders. (Regional Regulation of Palembang City Number 13 of 2007). Both Factors That Affect the Authority of the Mayor of Palembang In Curbing People In Mental Disorders And the third Is How An Overview of Islamic Law Against the Authority of the Mayor of Palembang in Curbing People In Mental Disorders.
	The type of research used is field research, with the type of qualitative data and data sources in the form of primary data, secondary data and tertiary data with techniques of data collection by means of interviews, observation and documentation while the data analysis technique used is qualitative descriptive.
	The conclusion in this study is that the Analysis of the Authority of the Mayor of Palembang in Curbing People in Mental Disorders, when viewed from the source consists of the authority of the attribution and authority of the delegation, the City of Palembang has delegated authority to the relevant Dinas. Factors Affecting the Authority of the Mayor of Palembang, due to cultural factors, namely the stigma of the community towards people with mental disorders (ODGJ) who are still very bad both the patient's family and society in general, they are still ostracized, not allowed to do all normal activities, even isolated from social life and an Overview of Islamic Law, Imam Hasan Al-Banna said: "There is no prohibition in Islam if a head of state delegates his authority to the prime minister to deal directly with people's affairs, the fiqh scholars have also given rukhsah (dispensation) and relief as long as for the sake of realizing mutual benefit. And the rule used is to protect the general benefit.





PEDOMAN TRANSLITERASI
	Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
	Huruf
Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Keterangan

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan
	Tidak dilambangkan

	ب
	Bā’
	B
	-

	ت
	Tā’
	T
	-

	ث
	Śā’
	Ś
	S (dengan titik di atas)

	ج
	Jīm
	J
	-

	ح
	ā’H
	H
	H (dengan titik di bawah)

	خ
	Khā’
	Kh
	-

	د
	Dāl
	D
	-

	ذ
	Żāl
	Ż
	Z (dengan titik di atas)

	ر
	Rā’
	R
	-

	ز
	Zai
	Z
	-

	س
	Sīn
	S
	-

	ش
	Syīn
	Sy
	-

	ص
	ādS
	S
	S (dengan titik di bawah)

	ض
	ādD
	D
	D (dengan titik di bawah)

	ط
	ā’T
	T
	T (dengan titik di bawah)

	ظ
	ā’Z
	Z
	Z (dengan titik di bawah)

	ع
	‘Ain
	‘
	Koma terbalik di atas

	غ
	Gain
	G
	-

	ف
	Fā’
	F
	-

	ق
	Qāf
	Q
	-

	ك
	Kāf
	K
	-

	ل
	Lām
	L
	-

	م
	Mīm
	M
	-

	ن
	Nūn
	N
	-

	و
	Wāwu
	W
	-

	ﻫ
	Hā’
	H
	-

	ﺀ
	Hamzah
	’
	Apostrof

	ﻱ
	Yā’
	Y
	Y



B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tanda
	Nama
	Huruf Latin
	Nama
	Contoh
	Ditulis

	َ---
	ahFath
	a
	a
	
	

	ِ---
	Kasrah
	i
	i
	مُنِرَ
	Munira

	ُ---
	ammahD
	u
	u
	
	



2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
	Tanda
	Nama
	Huruf Latin
	Nama
	Contoh
	Ditulis

	َ ي---
	ah dan yaFath
	ai
	a dan i
	كَيْفَ
	Kaifa

	َ  و---
	Kasrah
	i
	i
	هَوْلَ
	Haula



C. Maddah (vokal panjang)
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
	ah + Alif, ditulis āFath
	Contoh سَالَ ditulis Sāla

	َah + Alif maksūr ditulis āfath
	Contoh يَسْعَى ditulis Yas‘ā

	ِKasrah + Yā’ mati ditulis ī
	Contoh مَجِيْد ditulis Majīd

	ammah + Wau mati ditulis ūD
	Contoh يَقُوْلُ ditulis Yaqūlu



D. Ta’ Marbūt
1. Bila dimatikan, ditulis h:
	هبة
	Ditulis hibah

	جزية
	Ditulis jizyah



2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:
	نعمة الله
	Ditulis ni‘matullāh



E. Syaddah (Tasydīd)
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:
	عدّة
	Ditulis ‘iddah



F. Kata Sandang Alif + Lām
1. Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulus al-
	الرجل
	Ditulis al-rajulu

	الشمس
	Ditulis al-Syams



G. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:
	شيئ
	Ditulis syai’un

	تأخد
	Ditulis ta’khużu

	أمرت
	Ditulis umirtu



H. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.
	أهل السنة
	Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah



J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:
1) Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur’an
2) Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
3) Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
4) Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
	Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang dilengkapi dengan kemampuan akal untuk bertindak dan berperilaku. Kemampuan akal yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah penunjang agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat melakukan pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan hingga mengetahui perbuatan yang seharusnya dikerjakan dan perbuatan yang dihindari. Akal manusia memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya akal, manusia bisa dibedakan dengan makhluk lainnya termasuk dengan sesama manusia itu sendiri. Kata akal berasal dari bahasa arab al ‘Aql yang berarti memahami dan mengerti akan sesuatu. [footnoteRef:1] [1: 	 Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), Hlm. 19] 

	Dengan demikian itu jika akal manusia memang benar-benar dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka tentu manusia itu sendiri yang akan mendapatkan hasilnya, dengan adanya akal yang  diciptakan oleh Allah SWT agar supaya manusia itu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. 
	Jika kita memperhatikan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari maka akan banyak hal yang kita lihat. Ada orang yang terlihat gembira, bahagia, dan dapat bersosialisasi dengan sesamanya , adapula orang yang sering mengeluh, mengalami depresi, konflik/frustasi, kecemasan yang tidak wajar sehingga tidak dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang sempurna, dan akal menjadi acuan dari kesempurnaan itu. Akan tetapi, terkadang kita menjumpai dalam kehidupan seseorang dari sejak lahir dia mengidap penyakit yang menyerang akal dan membuatnya berbeda pada manusia pada umumnya. Begitupun ketika dia mulai tumbuh dewasa tapi masih terlihat seperti anak kecil. Sehingga dapat dikatankan tidak normal yang dalam istilah kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut dengan penyakit jiwa atau gangguan jiwa atau gangguan mental,  adalah sebuah penyakit yang menghalangi seseorang untuk  hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.[footnoteRef:2]  [2: 	Yustinus Semiun, Kesehatan Mental , Cet Ke-5, (Yogyakarta: Kansius, 2010), Iii : 9  ] 

	Sebagai makhluk atau manusia ciptaan Allah SWT. Haruslah kita pandai bersyukur kepadanya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Itulah salah satu buah daripada akal yang jika dipergunakan untuk berfikir maka sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang pandai bersukur dan berfikir, mensyukuri atas kesempurnaan akal yang diberikan oleh  Allah SWT. kepada dirinya jika dibandingkan dengan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan akal tapi jika akal itu tidak dipakai dengan baik maka itulah manusia yang lalai dari kebenaran. Lain halnya dengan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan akal dari sejak lahir karena memang itu sudah menjadi kodrat ciptaan Allah SWT. 
	Gangguan jiwa juga disebut dengan istilah sindrom atau pola prilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung distress (penderitaan) dan menimbulkan  disabilitas pada fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktifitasnya sehari-hari[footnoteRef:3]. [3: 	Makalah Azlan Arinur, Askep Keperawatan Jiwa, Https://Www.Academia.Edu Di Akses Padatanggal 27 Februari 2018 Pukul 9.30 Wib. ] 

	Manusia yang mengalami penderitaan atau gangguan jiwa ini sering dikucilkan oleh teman,sahabatnya bahkan keluarganya sendiri inilah yang menjadi sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masyarakat terutama pemerintah yang berwenang. Karena bagaiman jika seseorang yang mengalami gangguan jiwa akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik seperti manusia lainnya jika dikucilkan karena penampilannya, komunikasinya, interaksi dan aktifitasnya yang tidak baik.     
	Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota 
keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, 
bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan 
masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa terdapat 
perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian obat. Jelas 
jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 tentang pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin, menyebutkan bahwa :
1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.[footnoteRef:4] [4: 	 Pasal 34 Uud 1945 Tentang Pemberdayaan Dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin] 

	Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:
1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 
2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. 
3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4)  Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.[footnoteRef:5] [5: 	 Pasal 149 Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan] 

	Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 A tahun 1945 ditentukan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.[footnoteRef:6] Penelantaran anggota keluarga pada umumnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga tersebut menderita penyakit gangguan jiwa.[footnoteRef:7] [6: 	 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A]  [7: 	Http://Marlisakurniaty.Blogdetik.Com/Sejarah-Schizophren/ Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2018. Pukul 13.30 Wib] 

	Memang pada kenyataanya jika ada anggota keluarganya yang menderita penyakit gangguan jiwa dari pihak keluarga tersebut malah diusirnya dari rumah tidak ada rasa tanggung  jawab yang penuh bagi keluarganya dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk pengobatannya akhirnya memilih jalan terakhir yaitu dipasung atau diusirnya dari rumah, itulah sering kali kita temukan orang dalam gangguan jiwa yang berada dijalan atau tempat-tempat umum lainnya. Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 tentang pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin dan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dari peraturan perundang undangan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintah dan keluarga mempunyai tanggung jawab penuh bagi sipenderita gangguan jiwa tersebut.
	Seseorang yang menderita skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya skizofrenia, antara lain: sejarah keluarga, tumbuh kembang di tengah-tengah kota, penyalahgunaan obat, stress yang berlebihan, dan komplikasi kehamilan.[footnoteRef:8] [8: 	Azrun,Kesehatan Jiwa, Http: 166395.Com  Diakses  Pada Tanggal 27 Februari 2018. Pukul 10.20 Wib] 

	Penyakit skizofrenia memang harus mempunyai penanganan yang khusus dan tidak bisa diabiarkan begitu saja karena bisa saja berdampak kepada keluarganya bahkan orang lain.
	Para pasien skizofrenia bertingkah laku aneh dalam hidup mereka. Sementara orang yang normal merasa hendak menangis, penderita skizofrenia boleh jadi tertawa ataupun tidak menunjukkan perasaan apapun dari luar. Sebaliknya, ia mungkin menangis pada waktu orang-orang lain tertawa.[footnoteRef:9] [9: 	Clifford R Anderson, Petunjuk Modern Kepada Kesehatan, (Indonesia Publishing House, Bandung, 1975), Hlm. 344.] 

	Dalam penelitian sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa 
masih diterlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk 
memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya 
yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan 
jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan 
kesehatan. Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Pasal 147  Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa :
1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:10] [10: 	 Pasal 147 Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan] 

	Didalam Pasal 42  Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak 	asasi  manusia menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”[footnoteRef:11] [11: 	 Pasal 42 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia] 

	Perkembangan di Indonesia sekarang ini, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Seperti kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian di Jakabaring Palembang pada tanggal 3 Maret 2017 oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan senjata tajam. Pada saat itu ketika hendak diamankan oleh anggota kepolisian orang dalam gangguan jiwa tersebut malah menyerang anggota kepolisian dengan senjata tajam, menurut keterangan warga setempat orang dalam gangguan jiwa tersebut telah meresahkan warga sekitar karena sering mengamuk sambil membawa pedang atau senjata tajam[footnoteRef:12]  [12: 	 Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Polisi-Duel-Dengan-Orang-Gila, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 11.00 Wib] 

	Kemudian  kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Rusik pada tahun 2013 terhadap Iskandar dengan cara memenggal kepala korban, terdakwa divonis hukuman mati oleh pengadilan Palembang. dan seorang kakak yang tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015.[footnoteRef:13]  [13: 	 Johan Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung Di Ciledug Idap Gangguan Jiwa” 
Http://News.Liputan6.Com/, Lihat Pula Pada Http://News.Metrotvnews.Com/…/Ynlaw89b-Kakak-Pembunuh-Adik-…Dinyatakan-Gila, Akses Pada 1 Maret 2018. 11.00 Wib.] 

	Semua kasus tersebut merupakan contoh-contoh kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami gangguan mental tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien.[footnoteRef:14]  [14: 	 Rosdiayanti, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga, 2017)] 

	Saat ini pemandangan di beberapa pusat-pusat di Kota Palembang banyak terlihat beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hampir setiap bulan ada saja orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baru yang datang ke Kota Palembang. Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini diduga merupakan kiriman dari beberapa daerah. Memang ada beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang merupakan warga Kota Palembang, namun saat ini Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang terus bertambah dan tidak tahu asalnya dari mana.[footnoteRef:15] [15: 	Https://Sumsel.Antaranews.Com/Berita/265846/Orang-Gila-Berkeliaran-Di-Palembang, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 10.20 Wib] 

	Kondisi ini membuat warga Kota Palembang cukup resah dengan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Meskipun Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada tidak menganggu namun warga tetap merasa takut dan khawatir nanti tiba-tiba mengamuk dan melukai warga.[footnoteRef:16] Penanganan terhadap kasus ini adalah merupakan tanggung  jawab penuh pemerintah Kota Palembang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang  Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 yang berbunyi: “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.”[footnoteRef:17] [16: 	 Http://Palembang.Tribunnews.Com/2015/05/20/12 Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 10.27 Wib ]  [17: 	 Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang  Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban] 

	Jadi berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang  Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002. Walikota Palembang mempunyai tanggung jawab penuh agar  menertibkan keberadaan orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang semakin banyak di Kota Palembang. Karena secara fakta di lapangan masih dapat kita temui Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum. Dengan adanya penertiban orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa ini maka, kekawatiran masyarakat terhadap keselamatan dirinya, dan keluarganya akan tercapai.
	Oleh sebab itu, penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian atau kajian yang lebih mendalam yang dituangkan kedalam sebuah tesis dengan judul sebagai berikut : ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA PALEMBANG DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)

B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?

C. Tujuan Penulisan
1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
3. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?

D. Manfaat Penelitian
	Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua kategori, pertama manfaat secara teoritis dan kedua manfaat secara peraktis 
1. Secara teoritis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Ketentraman Dan Ketertiban 
2. Secara praktis: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan daya motivasi dan dorongan kepada penulis lain untuk 
mengadakan penelitian yang mengangkat tema tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental perspektif hukum positif dan hukum islam sehingga dapat mengharmonisasikan dan mensinergikan kehidupan di Indonesia.
 
E. Kerangka Teori
	Maka untuk membedah permasalahan itu diperlukan teori, adapun teori yang digunakan adalah diantaranya yaitu:
1. Teori Negara Kesejahteraan
	Secara sederhana negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warganegaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.[footnoteRef:18]  [18: 	Soemardi, Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 
Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Bee Media Indonesia, Bandung, 2010), Hlm., 225.] 

	Adanya kesenjangan yang lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan kegagalan negara tersebut didalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan menimbulkan dampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan dirasakan mulai dari rasa ketidak berdayaan masyarakat miskin, hingga berdampak buruk pada demokrasi, yang berupa mudahnya orang miskin menerima suap (menjual suaranya dalam pemilihan umum) akibat keterjepitan ekonomi, sebagaimana yang banyak disinyalir terjadi di Indonesia dalam beberapa kali pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan adanya rasa frustrasi orang miskin akan mudah disulut untuk melakukan tindakan-tindakan anarkhis, yang berakibat kontra produktif bagi perkembangan demokrasi.[footnoteRef:19] [19: 	 Ibid, Hlm 9] 

	Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka dikembangkan konsep negara kesejahteraan (welfare state), yang merupakan sistem kenegaraan yang mengupayakan untuk memperkecil jurang pemisah antara mereka yang kaya dengan yang miskin melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan warganegaranya. Ada lima prinsip penting yang merupakan prinsip yang mendasari (dan sekaligus menjadi ciri) suatu sistem negara kesejahteraan, yang karena itu harus diupayakan untuk diwujudnyatakan oleh negara yang menganut system Negara kesejahteraan dalam rangka upayanya untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warganegaranya.[footnoteRef:20]  [20: 	 Ibid, Hlm 21] 

	Yang pertama, cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi kehidupan rakyat banyak adalah agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau, tidak memberatkan kehidupan rakyat. Contoh cabang produksi yang penting bagi kepentingan rakyat paling tidak adalah listrik, gas dan minyak bumi, air bersih, dan angkutan umum murah.[footnoteRef:21]  [21: 	 Ibid, Hlm 24] 

	Yang kedua, usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.[footnoteRef:22]  [22: 	 Ibid, Hlm 26] 

	Yang ketiga, negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejaheraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Berbagai pelayanan tersebut, dengan berbagai sistem yang diterapkan, harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa kecuali. Tentu saja, jumlah jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan oleh negara bergantung pada perkembangan kemampuan negara, tetapi kedua jenis pelayanan tersebut (kesehatan dan pendidikan) merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan.[footnoteRef:23]  [23: 	 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, (Cet. Ii, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987), Hlm., 87 ] 

	Disamping itu, negara juga menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warganegaranya. Bahkan, banyak pemikir dan praktek kenegaraan yang menganut sistem negara kesejahteraan memandang bahwa peran negara didalam memberikan pelayanan kesejahteraan warganegaranya harus meliputi kehidupan rakyat “sejak dari buaian hingga liang kubur” (from cradle to the grave). Dalam hal ini yang perlu dicatat adalah, walaupun dalam sistem negara kesejahteraan selain cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan negara juga menyediakan berbagai pelayanan bagi kepentingan rakyatnya, terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, dan bisa jadi juga angkutan umum murah, penyediaan beras murah, pupuk murah, tetapi bersamaan dengan itu usaha-usaha swasta juga diperbolehkan. Karena itu,  dalam negara kesejahteraan, rakyat dapat memilih untuk memperoleh pelayanan dari pihak mana. Mereka yang mampu tidak dilarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dari swasta yang mungkin biayanya sangat mahal, tetapi mereka pandang lebih baik.[footnoteRef:24]  [24: 	 Ibid, Hlm 27] 

	Yang keempat, mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang mengenakan pajak yang dalam prosentasenya juga semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Dengan melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin didalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang. Prinsip yang kelima, pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi didalam pengelolaan negaranya.[footnoteRef:25]  [25: 	 Ibid, Hlm 30] 

	Dalam konsep negara kesejahteraan mengutamakan untuk mengurusi secara langsung kesejahteraan rakyatnya, maka akibatnya, negara kesejahteraan menjadi negara yang memasuki sangat banyak segi kehidupan rakyat, mulai dari soal pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, negara kesejahteraan akan menjadi negara raksasa dengan jumlah birokrat yang sangat banyak dan sekaligus menggurita, dimana tangan-tangannya yang tak terhitung jumlahnya memasuki banyak segi kehidupan masyarakat. Akibatnya timbul masalah pengendalian dan kontrol oleh rakyat.[footnoteRef:26] Teori ini diharapkan dapat membedah permasalahan yang pertama yaitu: Bagaimana Implementasi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang  Yang Mengidap     Penyakit Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban. [26: 	Gianfranco Poggi, The Development Of The Modern State “Sosiological Introduction, 
(California: Standford University Press, 1992), Hlm., 126.] 

2. Teori Kewenangan
a. Pengertian Kewenangan
	Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.[footnoteRef:27] Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).[footnoteRef:28]  [27: 	 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Cet. Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001]  [28: 	 Atmosudirdjo, (Ghalia Indonesia, Jakarta :1988), Hlm. 76] 

	Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan ( Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalangkan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.
	Menurut H.D Stout, Kewenangan adalah pengertian yang bersal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publi, sedangkan menurut P, Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. [footnoteRef:29] [29: 	 Dr. Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002),Hlm. 108-109] 

	Kewenangan pemerintah disebut juga dalam peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat (3) yaitu kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[footnoteRef:30]  [30: 	 Lihat Pasal 1 Ayat , Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang : Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom.] 

	Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagau subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).
Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.[footnoteRef:31] [31: 	 Ibid, Hlm. 72] 

	Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:32] [32: 	Ibid, Hlm. 97	 ] 

b. Jenis-jenis Kewenangan yaitu: 
1) Atribusi  
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.[footnoteRef:33] [33: 	Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan] 

2) Delegasi 
Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
3) Mandat 
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun penugasan (mandat).[footnoteRef:34]  [34: 	 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006),Hlm. 130] 

	Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[footnoteRef:35] Teori ini diharapkan dapat membedah permasalahan yang pertama yaitu: Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007). [35: 	 F.A.M. Stroink Dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 219] 

3. Teori Keberlakuan Suatu Hukum
	Menurut Sudikno agar suatu peraturan-peraturan undang-undang dapat berlaku efesien dalam masyarakat harus memiliki kekuatan yang berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku yaitu kekuasaan berlaku filosofis, sosiologis dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila  persyaratan formal terbentuknya undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi, sedangkan undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektip sebagai suatu aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kekuasaan berlakunya hukum secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam : 
1) Menurut  teori kekuatan hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa.
2) Menurut teori pengakuan hukum berlaku secara sosiologi jika diterima dan diakui masyarakat.
[bookmark: _ftnref1]	Hukum memiliki kekuatan berlaku filosofi apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum suatu bangsa. Teori Hukum hakekatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.[footnoteRef:36] Teori ini diharapkan dapat membedah permasalahan yang kedua yaitu: Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa. [36: 	J.J H. Bruggink, Rechtsreflecties, Terjemahan Arief  Sidarta, Refleksi Tentang Hukum, Hlm. 160] 

4. Teori Penegakan Hukum
	Penegakan hukum ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.[footnoteRef:37] [37: 	 Bernard L. Tanya, Penagakan Hukum Dalam Terang Etika, (Genta Publising, Yogyakarta. 2001) Hlm. 35] 

	Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, ”kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.[footnoteRef:38] Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[footnoteRef:39] [38: 	 Ibid, Hlm 37]  [39: 	 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Sinar Baru. Bandung 2005) Hlm. 24] 

	Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.
	Satjpto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.[footnoteRef:40] [40: 	 Ibid, Hlm 27] 

	Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh  sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adana kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau di tegakan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yg ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan.
	Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga apapun yang menjadi peraturannya harus ditaati atau dilaksanakan dan di tegakkan Menurut M. Friedman dalam prosesn bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi :
1) Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukum dan mekanisme kerja kelambagaannya;
2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
3) Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur. 
	Materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum daan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. [footnoteRef:41] [41: 	 Raharjo Sajipto, Masalah Penegakan Hukum. (Alumni Bandung 1987), Hlm. 15] 

	Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tampa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara das sollen , artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata penegakan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum”.
	Teori penegakan hukum menurut Freidman,  Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga faktor : 
1) Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
2) Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya
3) Kultur Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).[footnoteRef:42] Teori ini diharapkan dapat membedah permasalahan yang kedua yaitu: Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa. [42: 	Https://Masalahukum.Wordpress.Com/2013/10/05/Teori-Penegakan-Hukum, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 16.35 Wib.] 


5. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Islam
a. Tugas Pemimpin Dalam Islam
	Imam al Mawardi, seorang ‘ulama besar dalam Madzhab as Syafi’i, dalam ‘al Ahkâm as Sulthôniyyah menjelaskan 10 tanggung jawab dan kewajiban seorang penguasa (kepala negara), adalah sebagai berikut:
1) Menjaga Islam agar senantiasa berada di atas pondasinya, dan di atas apa yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari umat ini.
2) Menerapkan hukum di antara mereka yang berselisih, melerai permusuhan yg terjadi antara mereka yg bersengketa hingga tersebarlah keadilan.
3) Melindungi kesucian serta menjaga kehormatan, agar rakyat dapat beraktifitas dalam kehidupan mereka, dan bepergian kemanapun secara aman dari tindakan penipuan terhadap jiwa atau hartanya.
4) Menerapkan hudud (hukum-hukum Allah) untuk menjaga larangan-larangan Allah dari penodaan, serta menjaga hak-hak hamba-Nya dari kerusakan dan eksploitasi.
5) Membentengi perbatasan dengan jumlah pasukan yang mampu memberikan perlindungan hingga musuh tidak menguasai secuilpun tanah perbatasan, menodai kesucian padanya, atau menumpahkan darah seorang muslim atau kafir mu’ahid di dalamnya.
6) Memerangi siapa saja yang menentang Islam setelah mereka menerima seruan dakwah, hingga mau berIslam atau mau masuk dalam dzimmah (sebagai kafir dzimmi), guna menegakkan hak Allah SWT dalam memenangkan Islam atas seluruh agama lainnya.
7) Memungut harta fai’ dan berbagai macam zakat berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh syara’ melalui nash atau berdasarkan ijtihad, tanpa rasa takut dan tanpa berlaku zalim.
8) Menetapkan anggaran pengeluaran dan apa-apa yang sudah menjadi hak dalam baitul mâl, tanpa berlebihan dan tidak pula kikir, membayarkan pada waktunya tanpa memajukannya dan tidak pula mengakhirkan.
9) Mengangkat para pemegang amanah yang memilikikafa’ah (kapabilitas) dan mengangkat para penasihat pada tugas-tugas yang besar, dan pada tanggung jawab yang berat menyangkut harta.
10) Menangani sendiri secara langsung pemantauan dan pengurusan terhadap berbagai urusan, dan senantiasa mencari tahu kondisi yang terjadi; agar dia bangkit dalam mengurus urusan-urusan umat dan menjaga agama, tidak terlalu mengandalkan pembantunya dalam menunaikan tugas sementara dia menyibukkan diri dengan kenikmatan-kenikmatan jasadiyah atau ibadah, karena adakalanya orang yang dipercaya itu berlaku khianat dan penasihat itu berbuat culas.[footnoteRef:43] [43: 	 Halim Nasrul, Nabi Muhammad Pemimpin dunia, (Persada Pres, Jakarta:2014), hlm 37 ] 

		Jika seseorang, walaupun dia mendapatkan kekuasaan dengan benar, namun dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak menerapkan hukum-hukum syari’ah Allah malah mengkriminalisasikannya, tidak menjaga Islam namun malah mengotorinya, maka pada hakikatnya dia telah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lubang kehinaan dan kehancuran. Sebagaimana Firman Allah swt, dalam Qur’an Surat Al- Anfaal: 27
              
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Kemudian Sabda Nabi Muhammad SAW:
إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ
Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)
ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ
Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. (Dia) tidak sudi memandang muka mereka, (Dia) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda). Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. (Mereka ialah ): Orang tua yang berzina, Penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabur.” (HR. Muslim)
مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحٍ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ. متفق عليه. وفي لفظ : يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسِ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surge.” (HR. Bukhari dan Muslim)[footnoteRef:44] [44: 	 Ibid., hlm 78] 


b. Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Islam
	Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa Mengenai pertanggung jawaban kepala negara terhadap Allah dan terhadap rakyat yang telah membai’atnya, serta kedudukan kepala negara sebagai pelayan yang digaji oleh rakyat, Imam Hasan Al-Banna berdalil pada hadits Rasulullah Shallallaahu alaihi wa sallam yang berbunyi:
كُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
Artinya: Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban kepemipinannya tersebut.

Dan ungkapan Abu Bakar yang berbunyi:
أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَحْتَرِفُ لِعِيَالِيْ فَأَكْتَسِبُ قُوَّتَهُمْ، فَأَنَا اْلآنَ أَحْتَرِفُ لَكُمْ، فَافْرِضُوْا لِيْ مِنْ بَيْتِ مَالِكُمْ
Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku bekerja sendiri (berusaha) demi menghidupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang aku berkerja pada kalian, maka hendaklah kalian ambilkan sedikit (upah) buatku dari baitul mal.[footnoteRef:45] [45: 	  Departemen Agama RI, Al Qur’an Tafsir dan Terjemahan, (Al Mahari, Semarang: 2009), hlm 37 ] 


		Ini merupakan semacam kesepakatan dan kontrak kerja antara rakyat dengan pemimpinnya agar menjalankan kewajiban dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan umum, sehingga jika sang pemimpin tersebut mengerja-kan tugasnya secara baik dan profesional, maka dia berhak mendapatkan ganjaran (kompensasi), sementara jika dia melalaikan tugasnya, maka dia pun berhak mendapatkan hukuman.[footnoteRef:46] [46: 	 Mansur Nurdin, Jejak-jejak Kepemeimpinan Rasulullah SAW, (Grafindo, Bandung: 2008), hlm., 37    ] 

		Untuk itu, rakyat selaku pemberi kewenangan dan kepala negara selaku wakil atau yang ditugaskan menjalankan kewenangan, jika kepala negara mengerjakan tugasnya secara profesional dan seoptimal mungkin, maka jabatannya sebagai kepala negara tentu bisa bertahan lama di atas dukungan, bantuan dan ketaatan rakyatnya. Sementara bila kepala negara tidak menjalankan wewenang yang telah diamanahkan rakyat serta tidak sanggup mewujudkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka rakyat berhak mencopot dan memberikan wewenang pada orang lain yang berhak dan punya kapabilitas untuk memimpin negara.[footnoteRef:47] [47: 	 Ibid., hlm. 39-40] 

c. Pelimpahan Wewenang Pemimpin kepada Pihak Lain Dalam Islam
	Di antara pemahaman fiqih politik yang dianut oleh Imam Hasan Al-Banna bahwa seorang kepala negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu. Tugas-tugas ini mesti ditunaikan oleh kepala negara yang akan dievaluasi oleh rakyat selaku konstituen yang memberikan amanah kepemimpinan. Bila tugas ditunaikan niscaya sang kepala negara akan menuai dukungan dan sokongan dari rakyatnya. Sebaliknya, jika gagal menjalankan kepemimpinan, rakyat berhak meluruskan bahkan melengserkannya dari jabatan.[footnoteRef:48] [48: 	 Ibid., hlm 45-46] 

	Sistem ini telah diterapkan semenjak kepemimpinan era Khulafaurrasyidin yakni, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di era pemimpin umat Islam yang terkenal dengan keadilannya seperti Umar bin Abdul Aziz.
	Selain itu, Imam Hasan Al-Banna juga membolehkan bagi seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada salah seorang yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai kepala negara dan diyakininya mampu menjalankan wewenangnya sebagai kepala negara. Seperti kepemimpinan perdana menteri yang terdapat di berbagai negara sekarang. Pendapat Beliau ini disandarkan pada pandangan tokoh-tokoh politik Islam terkenal sekaliber Al-Mawardi Asy-Syafi’i yang meninggal dunia tahun 450 H, serta pandangan politik Abu Ya’la Al-Farra’ Al-Hanbali yang meninggal dunia tahun 458 H.[footnoteRef:49] [49: 	 Ibid., hlm 47] 

		Imam Hasan Al-Banna berkata: “Tidak ada larangan dalam Islam bila seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan rakyat, sebagaimana fakta yang banyak disaksikan di beberapa pemerintahan negeri-negeri Islam. Para ulama fiqih juga telah memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang digunakan dalam situasi dan kondisi semacam ini adalah melindungi kemaslahatan umum”.[footnoteRef:50] [50: 	 Ibid., hlm 49] 


F. Tinjauan Pustaka
	Untuk menemukan pembahasan dan penulisan tesis ini maka penulis menelaah literatur yang sudah membahas tentang judul yang akan penulis sampaikan dalam penulisan tesis, diantaranya yaitu;
1. Frilya Rachman Putri, Gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung pada pusat krisis terpadu di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dapat disimpulkan bahasannya adalah membahas tentang Gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental. 
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung pada pusat krisis terpadu di Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah jenis kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 78,46%. Dan penelitian ini menemukan adanya gangguan jiwa sebesar (17,35%) dan Episode Depresi Berat (15,31%). Perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam bentuk tindakan promotif, preventif, edukatif dan kuratif.[footnoteRef:51]  [51: 	 Frilya Rachman Putri, Gambaran Gangguan Jiwa Pada Anak Dengan Kekerasan Yang Berkunjung Pada Pusat Krisis Terpadu Rsupn Cipto Mangunkusumo, ( Jakarta Ui, 2012), Hlm., 58] 

2. Sisky, Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi keluarga dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah sakit jiwa. Prof. Hb Saanin Padang. Dapat disimpulkan bahasannya adalah membahas tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi keluarga dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental. 	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi keluarga. Maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah menyimpulkan bahwa lebih dari separuh responden atau masyarakat yang memiliki motivasi yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, 
	lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, lebih dari separoh responden memiliki keyakinan yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, lebih dari separuh responden memiliki emosi yang tidak labil dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa.[footnoteRef:52]   [52: 	 Sisky, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Keluarga Dalam Memberikan Dukungan Terhadap Klien Gangguan Jiwa Dipoliklinik Rsj. Prof. Hb Saanin Padang, ( Padang Universitas Andalas 2010),  Hlm., 57] 

3. Nike Rosdiyanti Status pertanggung jawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian anti sosial perspektif hukum positif dan hukum islam, dapat disimpulkan bahasannya adalah membahas tentang Status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental. 
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian anti sosial perspektif hukum positif dan hukum islam. Maka hasilnya adalah sepakat bahwa kedua hukum tersebut sepakat bahwa pelakunya tetap bisa dimintai pertanggung jawaban pidana.[footnoteRef:53] [53: 	 Nike Rosdiyanti Status Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Yogyakarta Uin Sunan Kalijaga, 2017), Hlm., 96] 

4. Imam Prabowo sejati, Analisis peran dan problematika keluarga terhadap penderita gangguan jiwa kecamatan kartasura. Dapat disimpulkan bahasannya adalah  peran dan problematika keluarga terhadap penderita gangguan jiwa, Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental. 
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis peran dan problematika keluarga penderita gangguan jiwa. Maka hasilnya adalah peran keluarga terhadap penderita gangguan jiwa sebagian besar berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat satu keluarga yang kurang menjalankan perannya sehingga peran keluarga kurang berjalan dengan lancar yang menyebabkan gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarga karena keluarga tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, sering membentak-bentak anaknya dan sosok ayah tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.[footnoteRef:54] [54: 	 Imam Prabowo Sejati, Analisis Peran Dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Kecamatan Kartasura, ( Surakarta Ums, 2015), Hlm., 64] 

5. Alfiana Suci Romadhon, Persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa dikelurahan Ploris plawad kecamatan Cipondoh kota Tangerang. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental. 
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada Persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa, maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah gambaran persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa didapatkan sebagian besar mempunyai persepsi baik, untuk itu diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan persepsi serta tindakan pencegahan dan perawatan indivindu yang mengalami gangguan jiwa.[footnoteRef:55]  [55: 	 Alfiana Suci Romadhon, Persepsi Masyarakat Terhadap Indivindu Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dikelurahan Ploris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, (Jakarta Uin Syarif  Hidayatullah, 2011), Hlm., 77] 

I. Tabel Pembahasan Hasil Telaah Literatur Persamaan Dan Perbedaan Dari Hasil Penelitian Yang Sama.	
	No
	Tesis
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Frilya Rachman Putri, Gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung pada
 pusat krisis terpadu Rsupn Cipto Mangunkusumo
	Maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah jenis kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual
Sebesar 78,46%. Dan
penelitian ini menemukan adanya gangguan jiwa
 sebesar (17,35%) dan 
Episode Depresi Berat
(15,31%). Perlu adanya
 intervensi lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan
 tersebut, dalam bentuk
 tindakan promotif, preventif, edukatif dan kuratif.[footnoteRef:56]  [56: 	 Frilya Rachman Putri, Gambaran Gangguan Jiwa Pada Anak Dengan Kekerasan Yang Berkunjung Pada Pusat Krisis Terpadu Rsupn Cipto Mangunkusumo, ( Jakarta Ui, 2012), Hlm., 58] 

	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental.
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada gambaran gangguan jiwa pada anak dengan kekerasan yang berkunjung pada pusat krisis. 

	2
	Sisky, Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi keluarga dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa dipoliklinik Rsj. Prof. Hb Saanin Padang
	Maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah menyimpulkan bahwa lebih dari separuh responden atau masyarakat yang memiliki motivasi yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, lebih dari separuh responden memiliki pengetahuan yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, lebih dari separoh responden memiliki keyakinan yang rendah dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, lebih dari separuh responden memiliki emosi yang tidak labil dalam memberikan dukungan terhadap klien gangguan jiwa, dan diharapkan bagi Institusi Rsj. Prof Hb Saanin Padang diharapkan dapat memberikan kebijakan dalam menetapkan program-program kesehatan jiwa baik untuk pembinaan kesehatan keluarga maupun kepada masyarakat secara lintas sector dan rumah sakit hendaknya memberikan sarana informasi untuk menambah pengetahuan keluarga tentang peran sertanya dalam perawatan klien gangguan jiwa.
	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental.
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi keluarga

	3
	Nike Rosdiyanti Status pertanggung jawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian anti sosial perspektif hukum positif dan hukum islam
	Maka hasilnya adalah sepakat bahwa kedua hukum tersebut sepakat bahwa pelakunya tetap bisa dimintai pertanggung jawaban pidana.[footnoteRef:57] [57: 	 Nike Rosdiyanti Status Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Yogyakarta Uin Sunan Kalijaga, 2017), Hlm., 96] 


	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental.
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian anti sosial perspektif hukum positif dan hukum islam.

	4
	Imam Prabowo sejati, Analisis peran dan problematika keluarga terhadap penderita gangguan jiwa kecamatan kartasura.) 
	Maka hasilnya adalah peran keluarga terhadap penderita gangguan jiwa sebagian besar berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat satu keluarga yang kurang menjalankan perannya sehingga peran keluarga kurang berjalan dengan lancar yang menyebabkan gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarga karena keluarga tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, sering membentak-bentak anaknya dan sosok ayah tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan problematika keluarga terjadi pada keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, seperti: keluarga sebelumnya memiliki saudara yang memiliki gangguan jiwa, keluarga kehilangan anggota keluarga yang dicintai, keadaan ekonomi keluarga yang rendah. [footnoteRef:58] [58: 	 Imam Prabowo Sejati, Analisis Peran Dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Kecamatan Kartasura, ( Surakarta Ums, 2015), Hlm., 64] 

	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental.
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis peran dan problematika keluarga penderita gangguan jiwa.

	5
	Alfiana Suci Romadhon, Persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa dikelurahan Ploris plawad kecamatan Cipondoh kota tangerang
	Maka hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah gambaran persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa didapatkan sebagian besar mempunyai persepsi baik, untuk itu diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan persepsi serta tindakan pencegahan dan perawatan indivindu yang mengalami gangguan jiwa.[footnoteRef:59] [59: 	 Alfiana Suci Romadhon, Persepsi Masyarakat Terhadap Indivindu Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dikelurahan Ploris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, (Jakarta Uin Syarif  Hidayatullah, 2011), Hlm., 77] 

	Persamaan dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang penyakit jiwa atau gangguan mental.
	Perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan pada Persepsi masyarakat terhadap indivindu yang mengalami gangguan jiwa 


Sumber: Hasil Telaah Literatur Penelitian Yang Sama
G. Metode Penelitian
Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah, perlu adanya metode-metode atau cara tertentu terhadap objek yang dijadikan sebagai kajian agar penelitian ini dapat berjalan dengan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang di inginkan. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. 
Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.[footnoteRef:60] Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : [60:   Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), Hlm. 131.] 

1. Jenis Penelitian
	Adalah jenis penelitian lapangan (field research) Peneliti menyadari bahwa memilih jenis tertentu dalam melakukan suatu penelitian. Memiliki konsekwensi tersendiri di dalam setiap proses yang di jalani tentunya harus diikuti dengan konsisten dari awal penulisan hingga akhir. Hal ini sangat penting agar memperoleh hasil yang maksimal serta bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, jangkauan dan maksut dari pendekatan ini.
	Dalam melakukan penelitian ini, maka metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif.[footnoteRef:61] Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji bagaimana Implementasi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa (Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban). [61:  Husaini Usman & Purnomo Stiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009), Hlm.85] 

2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah:
1) Dinas Sosial Kota Palembang. 
2) Pemerintah kota Palembang 
3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 
4) Panti Sosial Kota Palembang 
5) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang 
3. Populasi dan Sampel 
	Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.[footnoteRef:62] Teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.[footnoteRef:63] Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah: [62: 	 Djarwanto., Pokok-Pokok Metode Riset, (Yogyakarta : 1994, Liberty)., Hlm. 420]  [63:                 Sugiyono., Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R&D,(Bandung : 2008).,Hlm 73] 

1) Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK 1, Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan danKepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK 1)
2) Pemerintah Walikota Palembang (Biro Hukum dan Masyarakat) 
3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Bagian Kasib Pengawalan)
4) Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan, dan 10 orang pasien yang sudah bisa diajak komunikaasi)
5) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang).  
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
	Dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah, maka peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dalam menjawab rumusan masalah yang ada. upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[footnoteRef:64] Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian memprsentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. [64:  Moh. Nazir, Ph. D. Metode Penelitian (Jakarta : Pt. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm.16.] 

	Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif. Karana untuk mengkaji bagaimana Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa (Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban).
b. Sumber Data 
	Adapun sumber data yang di gunakan dalam membantu penelitian serta menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti memerlukan sumber data sebagai berikut :
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian oleh peneliti dari objek penelitian yang dikumpulkan melalui opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap subjek, kejadian atau kegiatan. Data primer didalam penelitian disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat Up to date.[footnoteRef:65] Serta Pasal 34 UUD 1945 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin,  Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 28 A tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 147  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 42  Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang  Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penertiban  Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa.  [65:  Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2011), Hlm.117] 

2) Data Sekunder 
Merupakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Buku Hukum dan kekuasaan, Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab, Dialektika hukum dan moral, Asas-asas pemerintahan yang baik, Wewenang mahkamah konstitusi dan aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
3) Data Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia. [footnoteRef:66] [66: 	 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Universitas Indonesia, 1986), Hlm 172] 

5. Teknik Pengumpulan Data
	Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.[footnoteRef:67]  [67:   Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba, 2010, Hlm. 24.] 

	Dari sisi setting maka data dikumpulkan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Sementara dari sisi sumber maka, data dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam dan dokumentasi.
	Ketiga cara ini digunakan secara stimulan agar data yang di dapat saling melengkapi sehingga teknik tersebut bisa melihat secara keseluruhan dalam meneliti Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa (Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban).
1. Wawancara
	Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara Semi Structured yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur/tersusun, di lanjutkan dengan mendalami pertanyaan-pertanyaan guna mendalami informasi secara konfrehensip. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan bersifat spontanitas yang muncul pada saat melakukan wawancara alam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada :
a. Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK 1, Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan danKepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK 1)
b. Pemerintah Kota Palembang (Biro Hukum dan Masyarakat) 
c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Bagian Kasib Pengawalan)
d. Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan, dan 10 orang pasien yang sudah bisa diajak komunikasi)
e. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang).  
2. Observasi
	Metode ini dilakukan untuk mengamati/pencatatan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi Pasal 28 peraturan daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penertiban  Orang Dalam Gangguan Jiwa.
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. 
6. Teknik Analisis Data
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam peroses penanganan Orang Dengan Ganggun Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini.
7. Sistematika Pembahasan
	Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari sub Bab  sebagai berikut :
BAB I  Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.
BAB II Landasan teori yang meliputi teori Kewenangan, Teori Negara Kesejatraan, Teori Keberlakuan suatu Hukum dan Teori Penegakan Hukum. 
BAB III  Hasil Penelitian (Struktur lembaga tempat penelitian)
BAB IV Merupakan Analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007).
BAB V Merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang di dasarkan dari hasil analisis penelitian.



BAB II
LANDASAN TEORI ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA 	                   	PALEMBANG DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM 	     	GANGGUAN JIWA (PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007

A. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah 
1. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah
	Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :
1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pememfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetikamengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social
4) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai tanggungjawab yang dituangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang antara lain :
Pasal 14
1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
Pasal 15 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.
Pasal 16 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 17 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 18
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
Pasal 20
1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan social nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:68] [68: 	 Drs. Inu Kencana Syafi’ie, M.Si.,Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (Bandung : Pt Refika Aditama, 2003),Hlm.3] 

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
	Bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut denganBupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:69] [69: 	 Yuswanto, Otonomi Daerah Dalam Konsɵtusi, (Jakarta:2010)., Hlm 67] 

		Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenangan dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah.Â  Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah  dan Wakil kepala daerah mempunyai tugas :
1) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
2) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
3) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
4) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Wakil kepala daerah mempunyai tugas : membantu kepala daerah dalam
1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatÂ  pengawasan
3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur
4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :
1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3) mengembangkan kehidupan demokrasi;
4) menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5) menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6) melaksanakan program strategis nasional; dan
7) menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.[footnoteRef:70] [70: 	 Ibid, Hlm 95] 

	Selainnya kewajiban diatas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hakÂ  protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.[footnoteRef:71] [71: 	 Ibid, Hlm 105] 

3. Sejarah Pemerintah Daerah Kota
	Pra-Kolonial Pemerintah kota merupakan hal baru di Indonesia, artinya lembaga tersebut pada awalnya belum ada. Pemerintah kota baru dibentuk pada akhir masa kolonial Belanda, yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903. Pada masa pra-kolonial kota-kota di Indonesia masih berstatus sebagai ibukota pemerintah dan tempat kedudukan kepala pemerintahan tertinggi setempat. Pada masa pra-kolonial kota-kota bukanlah kawasan yang memiliki pemerintahan tersendiri yang otonom. Kota pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah pemerintahan induknya. Kota kerajaan merupakan bagian dari wilayah kerajaan yang dipimpin oleh raja, kota kabupaten merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang diperintah oleh bupati.
	Kolonial Pemerintah kolonial Belanda ternyata memanfaatkan kota-kota yang telah ada sebelumnya sebagai ibukota pemerintahan yang mereka bentuk. Tidak ada satupun kota di Indonesia yang dibangun dari awal untuk kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanya memanfaatkan kota yang telah ada, dan pada periode berikutnya mereka meningkatkan dan membangun kota-kota tersebut menjadi lebih sempurna.[footnoteRef:72] [72: Http://Basundoro-Fib.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-71301-Sejarah-Lahirnya Pemerintah Kota Di Indonesia, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018 Pukul 7.00 Wib.] 

4. Pengaturan Pemerintah Daerah Kota
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kedudukan Pemerintahan Daerah Kota
	Walikota Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam prakteknya ketentuan otonomi yang diberikan kepada kota secara prinsip sama dengan ketentuan otonomi yang diberikan kepada kabupaten. Kota juga menikmati status daerah otonom penuh dan tidak mempunyai hubungan hirakis dengan gubernur, kecuali hubungan koordinatif sesuai ketentuan perundang-undangan.Walikota berkedudukan sebagai kepala pemerintahan kota yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan perundangan lain yang menjadi kewajibannya.
	Walikota adalah alat daerah otonom kota yang bersama perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD Kota. Walikota dalam melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada rakyat pemilihnya lewat DPRD Kota. Sebagai catatan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menggariskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota yang masa jabatannya berakhir pada pertengahan 2005 dan seterusnya akan dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
	Walikota sebagai kepala daerah kota otonom, juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan kota sesuai kebijakan yang digariskan DPRD dan walikota, diantaranya :
1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
1. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
1. Memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat
1. Bersama dengan DPRD Kota membuat Peratura Daerah
1. Memimpin penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.
		Walikota sebagai Administrator administras merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi membentuk sistem kehidupan nasional.[footnoteRef:73] [73: 	 Dr. Hotma P.Sibuea, S.H.,M.H., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(Jakarta : Erlangga, 2010),Hlm.108,109.] 

		Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan ke Pemerintah Kota Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Wajib Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.[footnoteRef:74] [74:  Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah] 



6. Hubungan Lembaga Pemerintahan Daerah Kota
1) Bupati/ walikota adalah kepala daerah. Bupati adalah Pimpinan Pemerintahan Kabupaten, sedangkan Walikota adalah Pimpinan Pemerintahan Kota. Dalam menjalankan tugasnya Bupati dan Walikota dibantu oleh wakil Bupati dan wakil Walikota.
2) DPRD, adalah mitra kerja dari Bupati/ Walikota. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten/ Kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3) Instansi Vertikal, Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Seperti Kantor wilayah Direktorat pajak dan kantor perwakilan departemen Agama di daerah. Pelaksanaan kantor-kantor wilayah ini sebaiknya memperhatikan fungsi dinas-dinas daerah yang sudah ada, sehingga daapt dicegah timbulnya saling tumpang tindih maupun kesimpang siuran dengan tugas dan wewenang yang sudah diserahkan ke daerah.
4) Kepolisian resort (polres), merupakan lembaga kepolisian yang berada di tingkat kabupaten/kota. Polres dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten/ Kota.
5) Komando distrik militer (kodim), adalah lembaga militer yang berada di tingkat kabupaten/kota. Dipimpin oleh komandan distrik militer (dandim). Kodim bertugas menjaga keutuhan wilayah kabupaten/kota dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar wilayah kabupaten/kota.
6) Pengadilan negeri, merupakan lembaga peradilan yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota. Pengadilan negeri adalah tempat untuk mengadili perkara dan tempat orang mencari keadilan. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri dipimpin oleh seorang hakim.
7) Kejaksaan negeri, merupakan lembaga kejaksaan yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang jaksa. Jaksa bertugas menuntut perkara.[footnoteRef:75] [75: ] 


B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Hukum Islam
4. Pengertian Pemerintah Dalam Islam
		Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam.[footnoteRef:76] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:  [76: 	 Veithzal Rivai, Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi., (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), 
Hlm. 3] 

                                 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[footnoteRef:77] [77: 	Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Diponegoro, Bandung, 2010), Hlm. 80 ] 


		Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain.[footnoteRef:78] Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.  [78: 	 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Rineke Cipta, Jakarta, 2004), Hlm. 182 ] 

		Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.[footnoteRef:79] [79: 	 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer, (Pt Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2006, Hlm) .137] 

		Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.[footnoteRef:80] [80: 	 Ibid., hlm 142] 

4. Tanggung jawab Pemimpin Dalam Islam
		Adanya pemimpin itu sangat penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin seharusnya bisa berlaku adil dan bisa mengayomi rakyatnya karena pada dasarnya setiap manusia itu pemimpin atas dirinya sendiri dan harus bertanggungjawab dari padanya.[footnoteRef:81] 		Dan karena begitu pentingnya kedudukan pemimpin, maka wajib kita taat pada pemimpin itu, selama tidak menyuruh pada hAl -hal yang maksiat dan kita haram taat jika pemimpin itu menyuruh pada yang maksiat. Sabda Nabi : [81: 	 Bahreisy, Salim. Al -Lu’lu’ Wal Marjan, (Surabaya : Pt. Bina Ilmu), Hlm. 1980] 

حَدِيْث ⁯أَبِي ⁯⁯⁯ھرێرة رضيﷲ عڼھ٬أَڼَّ⁯ رَسُۏڶُ ﷲ ص۠⁯ ‚ قاَلَ׃ ⁯مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ⁯ أَطَاعَ⁯⁯⁯ ﷲَ ⁯وَمَنَ⁯عَصَانِي فَقَدْ عَصَى⁯ﷲَ‚ وَمَنْ ⁯⁯أَطَاعَ⁯ أَمِيْرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى‚ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِى٠
Abu hurairah r.a berkata : Rasulullah saw. Bersabda: siapa yang taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaku berarti maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar amier (pemimpin) yang aku angkat berarti melanggar kepadaku.(Bukhari  dan Muslim)[footnoteRef:82] [82: 	 Ibid, Hlm. 2103] 


Hadits Nabi Muhammad Saw yang lain :
Abdullah bin umar r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertannggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang Amir (raja) memelihara rakyat dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang Ibu memimpin rumah suaminya, dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. (Bukhari dan Muslim)

		Hadits ini jelas bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Baik secara pribadi atau masyarakat, inilah amanat yang akan dimintai pertanggungjawaban baik dalam masyarakat atau di hadapan Allah kelak. Tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya. Dia harus benar-benar waspada dan hati-hati, bersikap adil, bijaksana dalam bertugas.
		Karena itulah seorang pemimpin sejogyanya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya. Jika seorang pemimpin itu tanggung jawab dan berdesikasi.[footnoteRef:83]  [83: 	 Supardi, Drs. M.Ag.. Fiqih Kelas Xii Ma. Semarang : Cv. Gani & Sun, 2004), Hlm 34] 

4. Fungsi Pemerintah Dalam Islam
		Pemerintahan adalah suatu amanat Allah kepada hamba-hamba-Nya yang berkesempatan memegang tampuk pimpinannya. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Abu Dzarr ra berkata: “Bertanya aku kepada Rasulullah saw. “Ya Rasulullah, tidak dapatkah engkau memberiku jabatan seorang wali di salah satu wilayah?”. Rasulullah seraya memukul pundakku bersabda:
 ياابا ذ رّ إنّك ضعيف وإنّها أمانة وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلاّ من أخذها بحقّّها وادّى الّذي عليه فيها
Hai Abu Dzarr, engkau adalah seorang yang lembut, sedang jabatan yang engkau minta adalah suatu amanat yang akan merupakan penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang dapat menegakkan haknya dan memnuhi kewajibannya. 

		Dan sebagai pemegang amanat, sang penguasa dalam pemerintahan hendaklah menyerahkan jabatan-jabatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak kepada orang-orang yang amin dapat dipercaya dan dikenal kejujurannya, yang kuat fisik dan mentalnya dan cakap melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Maka jika diajukan, untuk menduduki suatu jabatan, orang yang sepatutnya diundurkan atau diundurkan seseorang yang selayaknya menduduki suatu jabatan, maka hal itu akan mendatangkan murka Allah dan musibah-Nya.[footnoteRef:84]  [84: 	 Muhadi Zainuddin Dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. (Telaah Normatif Dan Historis), 28-29] 

		Diriwayatkan oleh Yazid bin Sufyan bahwa Khalifah Abubakar r.a. berpesan kepadanya tatkala mengutusnya pergi ke Syam sebagai wali: “Hai Yazid, apa yang sangat aku takutkan dari padamu, ialah bahwa engkau akan mengutamakan sanak kerabatmu untuk didudukkan dalam pemerintahan. Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:
 من ولّى من أمر المسلمين شيئا فأمّر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتّى يدخله جهنّم
Barangsiapa menjadi wali (penguasa) bagi kepentingan umat Islam lalu mengangkat seseorang (untuk suatu jabatan) hanya karena pilih kasih, maka laknat Allah akan menimpa atasnya dan Allah tidak akan menerima dari padanya ibadah apapun, fardhu atau sunnah, sampai ia dimasukkan Jahannam. 

		Perbendaharaan negara adalah juga amanat di tangan penguasa. Ia wajib menyimpannya di tempat yang patut, menafkahkannya untuk hal-hal dan perbelanjaan yang bermanfaat dan berguna bagi kepentingan jamaah dan perorangan serta akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi ummat dan negara. 
		Pada suatu ketika Rasulullah saw. memegang bulu onta di tangannya seraya berkata kepada para sahabatnya:
 لا يحلّ لي من مالكم هذا ولا هذه الوبرة
Tidaklah halal bagiku walau sehelai bulu ini pun dari harta bendamu”. (Dimasksud perbendaharaan negara). [footnoteRef:85] [85: 	 Budi Santoso, Politik Penguasa Dan Siasat Pemuda, (Yogyakarta: Kanisius. 1984), Hlm. 5] 

		Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Khalifah Umar ra menulis surat kepada salah seorang walinya bernama Utbah bin Fargat, di antaranya berbunyi: “Sesungguhnya itu (pewalian) bukanlah hasil jerih payah ayahmu atau ibumu atau jerih payahmu sendiri, maka berilah kepuasan kepada para muslimin sebagaimana engkau memberi kepuasan kepada dirimu sendiri dan janganlah sekali-kali bersenang-senang dan mengenakan pakaian sutra dan gaya orang-orang musyrik”. 
		Seorang penguasa bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya ia harus menjaganya agar tiap orang dari pada rakyatnya merasa aman bagi dirinya, agamanya, kehormatannya, harta bendanya dan kebebasannya. Ia juga harus menegakkan keadilan dan perlakuan yang sama di antara rakyat sehingga tiap orang memperoleh haknya penuh dan sempurna. Ia juga dituntut agar melaksanakan proyek-proyek yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan umum yang dapat meningkatakan kesejahteraan masyarakat seperti memperluas lapangan kerja lewat perdagangan, perindustrian, dan pertanian.[footnoteRef:86]  [86: 	 Ibid., hlm 237] 

		Di samping itu berkewajiban pula meningkatkan kecerdasan rakyat lewat pengajaran dan pendidikan fisik maupun mental. Dan tidak kurang pentingnya adalah usaha pemerintah untuk menjaga persatuan umat agar tetap kuat menghadapi segala rongrongan dari dalam maupun dari luar serta menolak ancaman dan penyerbu-penyerbu.[footnoteRef:87]  [87: 	 Hadari Nawawi Dan Matin Hadari, Kepemimpinan Yang Efektif. ( Yogyakarta: Gajahmada University Perss. 2004), Hlm. 15 
] 

Pemerintah berkewajiban: 
1) Memberi biaya dan perbelanjaan yang cukup untuk kepentingan dakwah dan penyebaran islam agar mencapai seluruh penjuru dunnia.
2) Mengatur rencana dakwah yang rapi dan praktis dengan menggunakan cara-cara dan sarana-sarana yang menjamin suksesnya dakwah dan meluasnya pengaruh Islam di atas bumi Allah. 
	Sungguh berat beban amanat yang diemban oleh seorang penguasa dalam pemerintahan Islam. Karena jika tidak dilaksanakan secara jujur, adil, bersih sesuai dengan tuntunan Ilahi, maka akan merupakan penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah saw. 
	Tidakkah Khalifah Umar berkata tentang tanggung jawabnya yang berat sebagai penguasa: “Demi Allah andaikan seekor onta terpeleset di Irak, karena jalan yang rusak yang belum aku tatar, aku akut kepada Allah akan minta pertanggungan jawabku tentang kealpaan itu”. 
	Adalah menjadi ukuran baik-buruknya suatu pemerintahan, ialah suara rakyat yang diperintah. Pemerintah yang baik, adil dan bersih akan menimbulkan rasa puas dan hormat dalam hati rakyat yang akan mentaati segala perintah dan undang-undangnya dengan kesadaran dan penuh rasa disiplin. Sebaliknya pemerintah yang kotor, dzalim, kejam dan korup akan dibenci oleh rakyat dan akan kehilangan kewibawaan, sehingga segala peraturan dan udang-undangnya dicemoohkan dan tidak diindahkan dan apabila ada yang mentaatinya maka ia karena terpaksa dan takut, bukan karena kesadaran sebagai rakyat yang berdisiplin dan patuh. Bersabda Rasulullah saw.:
 خير أئمّتكم الّذين تحبّونهم ويحبّونكم وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم وشرّ أئمّتكم الّذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم
Sebaik-baik pemimpin-pemimpinmu ialah mereka yang kamu cintai dan menyintai kamu, kamu berdo’a untuk mereka dan mereka berdo’a untukmu. Dan seburuk-buruk pemimpin-pemimpinmu ialah mereka yang kamu benci dan membenci kamu dan yang kamu laknati dan melaknati kamu.[footnoteRef:88] [88: 	 Ibid, Hlm 27] 


4. Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Islam 
		Islam adalah agama fitrah, ia sama sekali tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur’an dan as Sunnah 
1) Prinsip Tanggung Jawab 
		Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori diatas. Makna tanggung jawab adalah subtansi utama yang harus difahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.[footnoteRef:89] [89: 	 Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad Ke-21, (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), Hlm. 16] 

2) Prinsip Tauhid 
		Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.[footnoteRef:90] [90: 	 Muhadi Zainuddin Dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif Dan Historis, (Semarang: Putra Mediatama Press. 2005), Hlm 58 ] 

3) Prinsip Musyawarah 
		Al-Qur’an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.[footnoteRef:91] [91: 	 Rivai, Kiat Memimpin Abad Ke-21, 7] 

Firman Allah SWT surat Asy Syura’ ayat 38 
              
Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syuraa: 38) 

	Dan dalam surat Ali Imron ayat 159 
                                     
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu,  kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imron: 159)

4) Prinsip Adil 
		Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sepihak dan tidak memihak. Al-Qur’an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 8 
                                 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Dasar-Dasar Pemerintah  Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah
		Berikut dasar-dasar pemerintah Islam yang wajib menjadi pokok pendirian negara. Dimanapun pemerintahan Islam itu di susun, dibangun dan di zaman bagaimanapun umat Islam berada. Dasar ini selain sesuai dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin juga terdapat dalam ayat al-Quran, yaitu:
1) Kejujuran dan keikhlasan serta bertanggung jawab dalam menyampaikan amanat kepada ahlinya (rakyat) dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit
2) Keadilan yang mutlak terhadap seluruh umat manusia dalam segala sesuatu
3) Tauhid (mengesakan Allah), sebagaimana diperinahkan dalam ayat-ayat al-Qur’an supaya menaati Allah dan Rasul-Nya
4) Kedaulatan rakyat yang dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (wakil-wakil rakyat).
		Ke empat dasar diatas sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qu’ran) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa’: 58-59).[footnoteRef:92]  [92: 	 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung:  Sinar Baru Algensindo), Th. 2013, Hlm. 496-497] 








BAB III
DESKRIPSI WILAYAH

A. Sekilas Sejarah Kota Palembang 
	Kota Palembang merupakan Kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 1990).[footnoteRef:93] [93: 	 Rahmat F,  Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, Visi Dan Misi Kota Palembang, bagi I 2013 – 2018 ] 

	Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.[footnoteRef:94] [94: 	 Ibid.,Bagian II  
] 

	Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:
1) Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
2) Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
3) Daerah pesisir timur laut.
	Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.
	Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.
	Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut :Negara ini terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.[footnoteRef:95] [95:  Ibid, Hlm 32] 

	Tentunya banyak lagi cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh perisitiwa kapanpun kisah-kisah yang mereka lihat dan dengan. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tiggris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. 	Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana kehiduapan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama).Setelah mengalami kejayaan diabad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.[footnoteRef:96] [96: 	 Ibid, Hlm 64] 

1. Letak Geografis Kota Palembang
		Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2o 52′ sampai 3o 5′ Lintang Selatan dan 104o 37′ sampai 104o 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km2 yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
		Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21o– 32o Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pada tahun 2003 suhu udara rata-rata berkisar antara 23,9º-32º Celsius, 24,04º-32,60º Celsius (2004), 22,44º-33,65º Celsius (2005), 26,4º-28,9º Celsius (2006) dan 21,2º-35,5º Celsius (2007). Pada tahun 2007, curah hujan terbesar jatuh pada bulan April dengan jumlah curah hujan 540 mm3. Sedangkan kelembaban udara tahun 2007 rata-rata 80%, kecepatan angin rata-rata 20 km/jam dengan arah terbesar dari arah barat laut, serta tekanan udara rata-rata di permukaan laut sebesar 1009 mbar dan di daratan sebesar 1007,5 mbar.
		Kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis guna lahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya (21,75 Ha).
		Berdasarkan kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.[footnoteRef:97] [97: 	 Ibid, Hlm 73] 

		Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. 
		Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat ± 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 – 20 meter. Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun kolam retensi, sehingga menjadi bagian dari sempadan sungai. Permukaan air Sungai Musi sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 	
		Pada musim kemarau terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi mencapai ketinggian yang minimum. Pola aliran sungai di Kota Palembang dapat digolongkan sebagai pola aliran dendritik, artinya merupakan ranting pohon, di mana dibentuk oleh aliran sungai utama (Sungai Musi) sebagai batang pohon, sedangkan anak-anak sungai sebagai ranting pohonnya. Pola aliran sungai seperti ini mencerminkan bahwa, daerah yang dialiri sungai tersebut memiliki topografi mendatar. Dengan kekerasan batuan relatif sama (uniform) sehingga air permukaan (run off) dapat berkembang secara luas, yang akhirnya akan membentuk pola aliran sungai (river channels) yang menyebar ke daerah tangkapan aliran sungai (catchment area).[footnoteRef:98] [98: 	 Ibid, Hlm 87] 

		Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai alat angkutan sungai ke daerah pedalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi antara lain sebagai drainase dan untuk pengedalian banjir. Fungsi anak-anak sungai yang semula sebagai daerah tangkapan air, sudah banyak ditimbun untuk kepentingan sosial sehingga berubah fungsinya menjadi permukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, dimana rata-rata laju alih fungsi ini diperkirakan sebesar ± 6% per tahun. 			Secara geomorfik perubahan bentang alam pada satuan geomorfik di Kota Palembang berkaitan dengan: adanya sedimentasi sungai yang bertanggung jawab terhadap pendangkalan sungai atau penyebab terjadinya penyempitan (bottle neck) seperti di daerah Mariana Kecamatan Seberang Ulu I; penambangan pasir sungai atau gravel pada dasar sungai, yang akan berdampak kepada pendalaman cekungan; pemanfaatan dataran pada bentaran sungai untuk permukiman, persawahan serta aktivitas lain yang akan berdampak pada aliran sungai; dan adanya penebangan hutan illegal di daerah hulu sungai.
2. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli Walikota 
a. Visi dan Misi
		Palembang emas 2018 yang mengandung makna palembang pemerintahan yang amanah, pemberdayaan lembaga masyarakat, ekonomi kerakyatan, mandiri, bersih, aman, berkembang pemerintahan bersih, ekonomi, kerakyatan, religius dan adil serta mewujudkan kota palembang yang elok, madani, aman dan sejahtera.
Misi :
1) Menciptakan Kota Palembang lebih Aman untuk berinvestasi dan Mandiri dalam pembangunan.
2) Menciptakan Tata kelola Pemerintahan Bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat.
3) Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
4) Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang Religius.
5) Meningkatkan pembangunan yang Adil dan berwawasan lingkungan di setiap sector.
6) Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera.[footnoteRef:99] [99: 	 Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, Visi Dan Misi Kota Palembang. 2013 – 2018  ] 

b. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli Walikota 
1) Walikota Palembang: H. Harno Joyo
2) Wakil Walikota Palembang: Fitrianti Agustinda
3) Sekretaris Daerah: Drs. Marobin Mustofa, Msi
4) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Sosial Dan
5) Kemasyarakatan: H. Sadaruddin, S. SoS, M.Si
6) Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian Pembangunan Dan Investasi: Drs. Hanafiah, MM
7) Staf Ahli Walikota Bidang  Keuangan Pendapatan Daerah Hukum Dan Ham: Dr. Hj. Ana Heryana, MT
8) Asisten Prekonomian Dan Pembangunan: 
9) Asisten Administrasi Umum: Ir. Agus Keliana, MT
10) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahtraan Rakyat: Drs. K. Sulaiman Amin, M.Si
11) Bagian Administrasi Pembangunan: Zuryati, SE. MM
12) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya alam: 
13) Bagian Layanan Perdagangan Barang Dan Jasa: M. Nur Hendratna, SE. MTP
14) Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang: Dian Yulia, S. SE. M.Si
15) Sub Bagian Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Perindustrian Dan UKM: M. Teguh, SH
16) Bagian Pembinaan Pengelolaan Barang Dan Jasa: Lukmanul Hakim, SH
17) Sub Bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman: M. Syafruddin, ST. M.Si
18) Sub Bagian Lingkungan Hidup Kebersihan Pertanian Ketahanan Pangan  Dan Perikanan: Febby Eka A. S. STP. M.si
19) Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa: Aris Satria S. S. STP. M.Si 
20) Sub Bagian Perhubungan Komunikasi Dan Informasi: Syahrul Ramadhan, SIP
21) Sub Bagian Penanaman Modal Dan Perusahaan Daerah: Lili Suryani, S.Sos. M.Si
22) Sub Bagian Informasi Dan Sengketa Barang Dan Jasa: Rahmat Maruli, B.Sc
23) Bagian Humas: Amiruddin Sandy, S. STP. M.Si
24) Bagian Protokol: 
25) Bagian Kesejahteraan Rakyat: H. Riza Pahlevi, M.A
26) Sub Bagian Agama Dan Sosial: Ahmad Arifin, S.Hi
27) Sub Bagian Bina Hubungan Media: Andi Zahri, S.Kom.M.Si                                                                                                                                                                                                  Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan: Zaid Rahmadian, S. STP
28) Sub Bagian Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat  Rakyat: Lely Sopianti, SE. MM
29) Sub Bagian Dokumentasi Dan Penerbitan: Nur M. Arpan, S.IP 
30) Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan: Fitra Anugra, SH. MSi
31) Sub Bagian Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemudah Dan Olahraga: Nur Ainun TJ, S.Ag
32) Sub Bagian Data Dan Informasi: Sandi Febriandi, SH 
33) Sub Bagian Protokol Acara: Jufriansyah, S. STP 
34) Bagian Umum: Rusmeidi, S. STP
35) Bagian Administrasi Keuangan: Andarani, M. ST. MM
36) Bagian Hukum Dan Ham: Rahmat FM. SH. M.Si
37) Bagian Organisasi Dan Tata Laksana: Nurmala Sari, S.STP. M.Si
38) Sub Bagian Tata Usaha: Yuli Fitriani, S.Kom
39) Sub Bagian Anggaran: Noviarman, SE. AK. M.Si
40) Sub Bagian Perundang Undangan: Billitama S. SH. MH
41) Sub Bagian Kelembagaan Kepegawaian Dan Anjab: Joni Marwan, SP. M.Si
42) Sub Bagian Perlengkapan: Tri Rosfianti, SE
43) Sub Bagian Akuntasi Dan Pelaporan: Rahmawati, SE
44) Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Imam Ilham, SH.MH
45) Sub Bagian Tata Laksanan Dan Pelayanan Publik: Adyadma Pranusa Wijaya, S. IP
46) Sub Bagian Rumah Tangga: Nico Arsa Utama, S. Kom. MSi
47) Sub Bagian Perbendaharaan Dan Verifikasi: Siti Febriani, SE
48) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum: Zama Kurniati, SH.MH
49) Sub Bagian Akuntabilitas Dan Reformasi Birokrasi: M. Eriandi, S.IP
50) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli: Lina Juniar, S.Sos[footnoteRef:100] [100: 	 Dokumen Resmi Kantor Walikota Palembang, Diambil Pada Tanggal 5 Juni 2018, Di Kantor Walikota Palembang] 


3. Orang Dalam Gangguan Jiwa Dikota Palembang 
	Sejak awal 2009 sampai kini puluhan orang yang mengalami gangguan jiwa terjaring razia Dinas Sosial Kota Palembang, Sumatra Selatan yang kini dititipkan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk diobati."Setiap kali merazia di sejumlah sudut Kota Palembang petugas  mendapatkan minimal seorang atau dua orang sakit jiwa yang berkeliaran di daerah tersebut," kata Kepala Dinas Sosial setempat jiwa, Hasbullah Tuwi, di Palembang, Senin. Menurut dia, pihaknya secara rutin melakukan penertiban orang sakit jiwa dan anak jalanan di daerah itu.
	Kehadiran mereka menganggu keindahan dan kebersihan kota apalagi mereka sebagian besar tidur dan beraktivitas disejumlah kawasan strategis, seperti jalan protokol dan pertokoan, tambahnya. Ia mengatakan, sampai kini pihaknya telah mengirim sekitar 50 penderita gangguan jiwa ke RS Ernaldi Bahar untuk diobati.[footnoteRef:101] [101: 	Https://Lifestyle.Kompas.Com/Read/2009/06/15/16354370/Puluhan.Orang.Sakit.Jiwa.Terjaring.Razia.Di.Palembang, Donload Pada Tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 10.37 Wib.] 

	Penderita yang telah sembuh biasanya mereka dikembalikan ke keluarga, katanya. Namun dia menjelaskan, sebagian besar penderita gangguan jiwa yang belum sehat dibina dan diobati di panti pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT). Mereka akan dibina dan diobati serta diberi keterampilan agar bisa mandiri dan tidak menjadi pengemis ketika keluar dari PGOT, ujarnya. Sementara itu, selain menertibkan orang sakit jiwa petugas juga rutin menjaring anak jalanan yang sampai pertengahan Juni tercatat 125 yang terjaring. Sebagian besar anak jalanan tersebut setelah dilakukan penelitian dan sidang yustisi mempunyai orangtua, tambahnya. Dari sejumlah sidang yustisi yang laksanakan Pol PP tercatat banyak anak jalanan yang telah berulangkali disidangkan. Sehingga mereka pun disanksi lebih berat sesuai ketentuan peraturan daerah tentang ketertiban berupa denda sampai Rp500 ribu per orang atau dihukum dua bulan dipenjara anak Lapas Pakjo, katanya. 
	Terhadap anak jalanan yang tidak punya keluarga petugas langsung membawa mereka untuk dididik di PGOT. Mereka dibekali berbagai ketrampilan yang nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif mencari nafkah dengan tidak mengemis atau ngamen dijalan-jalan dan sebagian besar  anjal yang terjaring berusia 15 sampai 20 tahun.[footnoteRef:102] [102: 	Https://Lifestyle.Kompas.Com/Read/2009/06/15/16354370/Puluhan.Orang.Sakit.Jiwa.Terjaring.Razia.Di.Palembang, Donload Pada Tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 10.37 Wib.] 

a. Pengertian Gangguan Jiwa 
	Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya.[footnoteRef:103] Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Banyak tokoh jenius yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti Abraham Lincoln yang mengalami Depression, Michaelangelo mengalami Autism, Ludwig von Beethoven mengalami Bipolar Disorder, Charles Darwin mengalami Agoraphobia, Leo Tolstoy mengalami Depression. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.[footnoteRef:104] [103: 	 Stuart Dan Sundeen, Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3 Alih 
Bahasa Achir Yani. S. Jakarta: (1998) Egc), Hlm 56]  [104: 	 Notosoedirjo, Moeljono, Kesehatan Mental Konsep Dan Penerapan, 
(Malang: 2005, Universitas Muhammadiyah Malang), Hlm 67-69] 

	Gangguan jiwa menurut Depkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, cinta tidak terbalas, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak.
	Jiwa atau mental yang sehat tidak hanya berarti bebas dari gangguan. Seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup, punya keseimbangan antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah secara sehat, serta berperilaku normal dan wajar, sesuai dengan tempat atau budaya dimana dia berada. Orang yang jiwanya sehat juga mampu mengekpresikan emosinya secara baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sesuai dengan kebutuhan.
	Secara lebih rinci, gangguan jiwa bisa dimaknai sebagai suatu kondisi medis dimana terdapat gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang menganggu kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan. Gangguan tersebut bisa berbentuk apa saja yang beresiko terhadap pribadi seseorang dan lingkungan sekitarnya. Contoh ekstrim yang sering kita lihat dari gangguan jiwa ini adalah mereka yang menderita skizophrenia. Mereka sering bicara sendiri, tertawa sendiri, cepat tersinggung atau marah sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan sosial.[footnoteRef:105] [105: 	 Ancok, Djamaludin, Psikologi Terapan: Mengupas Dinamika Kehidupan, (Yogyakarta: 2004), Hlm 37-39] 

	Mereka yang menderita gangguan jiwa berat seperti depresi sudah pasti menghadapi perkara hidup yang lebih sulit dibandingkan orang yang masih normal. Orang depresi bisa saja kehilangan pekerjaan, diejek, diintimidasi, dihina, yang berakhir pada kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan harta, kehilangan keluarga bahkan banyak yang kehilangan nyawanya karena bunuh diri.[footnoteRef:106] [106: 	 Ibid, Hlm 39-40] 

b. Kriteria Umum Gangguan Jiwa 
		Menurut gangguan jiwa memiliki kriteria umum yaitu meliputi beberapa hal: 
1) Ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan, dan prestasi diri Hubungan yang tidak efektif atau tidak memuaskan
2) Tidak puas hidup di dunia
3) Koping yang tidak efektif terhadap peristiwa
4) Tidak terjadi pertumbuhan kepribadian
5) Terdapat perilaku yang tidak diharapkan
c. Macam-Macam Gangguan Jiwa 
1) Cartacoethes
Tekanan yang tidak bisa dikendalikan untuk melihat peta dimana-mana, otak manusia punya kemampuan (yang cukup cepat tentunya) untuk mengenal wajah di mana saja, tapi kemampuan ini bisa berubah pada sebuah mania aneh yang biasa disebut cartocacoethes.
2) Gamomania
Gamomania bisa dideskripsikan sebagai obsesi aneh yang mengajak orang untuk menikah atau mengajukan pernikahan ke orang-orang berbeda pada waktu yang sama, yang dalam banyak kasus mengakibatkan poligami.
3) Onomatomania
Ini adalah obsesi mengulang kata-kata khusus karena kata-kata itu mengganggu pikiran penderita.
4) Climomania
tidak ada masalah sebenernya mau tidur-tiduran lama, apalagi kalau sakit. Buat clinomaniac (penderita climomania), keinginan untuk berada di kasur terlalu berlebihan dan bisa sampai seharian, terutama kalau cuaca dingin. Climomania berasal dari bahasa Yunani yang artinya obsesi tidur. Dengan kata lain, mania ini artinya cinta pada kasur, bantal dan selimut.
5) Demonomania
Ada banyak film dan buku horor yang sangat menyeramkan (iyalah), melihat film seperti itu secara alami bisa membuat si penonton takut dengan beberapa orang. Dan biasanya di saat orang takut, mania mulai merasuk. Jika berurusan dengan setan (demon), bisa jadi orang itu menderita demonomania, kondisi psikis yang percaya dirinya diikuti setan. Dan saat seseorang berpikir dirinya digentayangi, dia mulai benar-benar percaya ada setan di dekatnya.
6) Enosimania
Enosimania adalah tekanan untuk berpikir diri seseorang telah melakukan kesalahan atau dikritik yang tidak bisa dimaafkan, dikenal juga dengan beberapa nama lain seperti Enissophobia, Enosiophobia, takut melakukan kesalahan besar dan takut kritikan. Gejalanya biasanya napas pendek dan cepat, detakan jantung tak menentu, berkeringat, muak, dan tentunya ketakutan yang besar.
7) Trichotillomania
Trichotillomania, atau lebih dikenal dengan sebutan trich, adalah kelainan gerakan reflek dalam bentuk penyiksaan diri yang ditunjukkan dengan berulang kali menarik rambut, bulu mata, bulu hidung, jembut (buset), alis atau rambut lain, kadang-kadang menyebabkan kebotakan.
8) Ablutomania
Mencuci tangan setelah dari toilet bukan masalah, tapi mencuci tangan setelah beberapa detik bisa jadi masalah. Penderita abutomania biasanya sangat ketakutan dengan kotor. Padahal berani kotor itu baik, kan?
9) Aboulomania
Kita tentu pernah mengalami situasi dimana kita sulit membuat pilihan, tapi bayangkan jika kita tidak bisa membuat keputusan yang bahkan sangat sederhana, hidup seperti tidak tertahankan. Aboulomania bisa didefinisikan sebagai penyakit keraguan atau ketidakmampuan seseorang untuk memutuskan masalah apapun.
10) Doromania
Banyak orang yang suka memberi hadiah, dan sebagian besar orang akan senang dengan obesesi seperti itu. Doromania adalah dorongan atau kesenangan tidak normal untuk memberi hadiah, penderitanya terobsesi memilih dan memberi hadiah, tapi bukan untuk tujuan baik atau karena mereka sangat dermawan. Melainkan karena hal lain yang lebih kompleks.[footnoteRef:107] [107: 	 Http://Doktersehat.Com/Macam-Macam-Gangguan-Jiwa-Psikologi-Yang-Aneh/ Di Akses Pada Tanggal 26 Mei 2018 Pukul 10.30 Wib.  ] 

c. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa
		Menurut tanda dan gejala pada seseorang yang menderita gangguan jiwa yaitu :
1. Gangguan kesadaran Kesadaran merupakan kemampuan seseorang individu dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya serta memahami dirinya sendiri dan memberi batasan kepada diri sendiri dalam pergaulan di lingkungannya.
1. Gangguan ingatan Gangguan pada salah satu atau lebih dari proses pokok ingatan, yaitu pencatatan ( mencatat suatu pengalaman di dalam susunan saraf pusat), penahanan ( menyimpan atau menahan suatu pengalaman di dalam susunan saraf pusat), mengingat kembali (mengingat kembali suatu pengalaman yang telah tersimpan di dalam susunan saraf pusat).
1. Gangguan orientasiGangguan orientasi muncul akibat gangguan kesadaran dan berhubungan dengan waktu, tempat dan orang.
1. Gangguan afek dan emosi Afek ialah suatu pikiran yang disertai oleh sebuah perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan yang berlangsung secara lama dan diikuti oleh komponen fisiologi. Emosi ialah manifestasi afek ke luar yang di sertai oleh komponen fisiologik dan berlangsung tidak lama.
1. Gangguan psikomotor Psikomotor ialah gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa, hal ini merupakan efek yang sama mengenai badan dan jiwa.
1. Gangguan proses berpikir Ada tiga aspek yang terdapat pada gangguan proses berfikir  yaitu :
a) Gangguan bentuk pikiran merupakan semua penyimpangan dari pemikiran rasional, logik dan terarah kepada tujuan.
b) Gangguan arus pikiran yaitu tentang cara atau jalannya proses dalam pikiran 
c) gangguan isi pikir terjadi isi pikiran non verbal dan pada isi pikiran yang dicritakan
d) Gangguan persepsi Gangguan persepsi merupakan gangguan dalam mengenal barang, mengamati suatu perbedaan yang terjadi dan pengamatan yang didapat melalui panca indra.
e) Gangguan intelegensi Gangguan intelegensi merupakan suatu gangguan kemampuan atau pikiran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang baru saja terjadi.[footnoteRef:108] [108: 	 Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Airlangga, (Surabaya: Kedokteran Egc,  2004), Hlm., 72] 

d. Penyebab Gangguan Jiwa
		Gangguan jiwa disebabkan oleh beberapa faktor yang terus menerus saling mempengahruhi yaitu : 
a) Faktor-faktor somatik (somatogenik) atau organobiologis 
1) Neroanatomi 
2) Nerofisiologi
3) Nerokimia
4) Tingkat kematangan dan perkembangan organik 
5) Faktor-faktor pre dan peri-natal.
b) Faktor-faktor psikologik (psikogenik) atau psikoedukatif
1) Interaksi ibu-anak : normal (rasa percaya dan rasa aman atau abnormal berdasarkan kekurangan, distorsi, dan keadaan yang terputus (perasaan tak percaya dan kebimbangan) 
2) Peranan ayah
3) Persaingan antara saudara kandung 
4) Intelegensi
5) Hubungan dalam keluarga, pekerjaan permainan dan masyarakat
6) Kehilangan yang mengakibatkan kecemasan, depresi rasa malu atau rasa bersalah 
7) Konsep dini : pengertian identitas diri sendiri melawan peranan yang tidak menentu  
8) Keterampilan, bakat dan kreativitas 
9) Pola adapsi dan pembelaan diri sebagai reaksi terhadap bahaya 
10) Tingkat perkembangan emosi.[footnoteRef:109] [109: 	 Ibid., Hlm. 78] 

c) Faktor-faktor sosio-budaya (sosiogenik) atau sosiokultural 
1) Kestabilan keluarga 
2) Pola mengasuh anak 
3) Tingkat ekonomi 
4) Perumahan : perkotaan lawan pedesaan
5) Pengaruh rasila dan keagamaan masalah kelompok minoritas dan nilai-nilai.[footnoteRef:110] [110: 	 Imam Prabowo Sejati, Analisis Peran Dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Kecamatan Kartasura, ( Surakarta Ums, 2015), Hlm., 6-7] 


B. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Dinas Sosial Kota Palembang
	Dalam konsep negara kesatuan, Kewenangan Pemerintahan Daerah sebenarnya ada pada pemerintah pusat sebagai representasi dari negara. Namun mengingat semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berfokus pada pelayanan masyarakat dimana jangkauan pemerintah kepada masyarakat dalam negara yang mempunyai wilayah demikian luas seperti Negara Indonesia maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah pusat.[footnoteRef:111] [111: 	 Wahyu Nor, Http://Www.Semipedia.Com/2013/02/Kewenangan-Pemerintah-Daerah.Html, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib] 

	Selanjutnya, pelimpahan wewenang adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Kemudian di dalam pelimpahan wewenang tersebut terdapat tujuan dan manfaat daripada pelimpahan wewenang tersebut, salah satunya adalah mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat segera diwujudkan atau diimplementasikan.
	Pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang  kepada Dinas Sosial Kota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ) dari segi teorinya yaitu Pendelegasian wewenang dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, Pelaksanaan Pendelegasian dimana kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan,sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya,[footnoteRef:112] sedangkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari segi prakteknya yaitu Dinas Sosial  menerima wewenang dari Walikota. Serta pendelegasian wewenang dari Walikota kepada Dinas Sosial untuk melakukan penertiban terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Yang Berbunyi:  “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum. [112: 	Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 79-81] 

1. Letak Geografis Kantor Dinas Sosial Kota Palembang
		Dinas Sosial Kota Palembang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di bidang kesejahteraan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Organisasi dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Palembang. Sebelumnya bernama Dinas Sosial dan Dinas Kerja Kota Kota Palembang yang merupakan gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang. Yang beralamat Jl. Merdeka No.26, 22 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131 Provinsi: Sumatera Selatan.[footnoteRef:113] [113: 	 Dokumen Resmi Kantor Dinas Sosial Kota Palembang, Diambil Pada Tanggal 5 Juni 2018 Di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.] 

		Dinas Sosial Kota Palembang secara geografis terletak antara 2o 3′ sampai 7o 5′ Lintang timur dan 14o 7′ sampai 164o 72′ Bujur selatan dengan ketinggian rata-rata 27 meter dari permukaan air laut. Luas bangunan Dinas Sosial Kota Palembang seluas 30 m2. Dinas sosial Kota Palembang merupakan dinas dibawah naungan pemerintahan Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.[footnoteRef:114] [114: 	 Ibid, Hlm 28] 

		Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit.. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.
1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang
VISI:
	”Pelayanan Sosial yang Prima” Pengertian :Pelayanan Sosial Yang Prima adalah peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
MISI:
	Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Sosial Kota Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.[footnoteRef:115]  [115: 	 Ibid, Hlm 30] 



C. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
	Dalam konsep negara kesatuan, Kewenangan Pemerintahan Daerah sebenarnya ada pada pemerintah pusat sebagai representasi dari negara. Namun mengingat semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berfokus pada pelayanan masyarakat dimana jangkauan pemerintah kepada masyarakat dalam negara yang mempunyai wilayah demikian luas seperti Negara Indonesia maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah pusat.[footnoteRef:116] [116: 	 Wahyu Nor, Http://Www.Semipedia.Com/2013/02/Kewenangan-Pemerintah-Daerah.Html, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib] 

	Selanjutnya, pelimpahan wewenang adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Kemudian di dalam pelimpahan wewenang tersebut terdapat tujuan dan manfaat daripada pelimpahan wewenang tersebut, salah satunya adalah mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat segera diwujudkan atau diimplementasikan.
	Pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang  kepada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang dalam melakukan pengobatan Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ) dari segi teorinya yaitu Pendelegasian wewenang dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, Pelaksanaan Pendelegasian dimana kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan,sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya,[footnoteRef:117]  [117: 	Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 79-81] 

	Sedangkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari segi prakteknya yaitu Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang menerima wewenang dari Walikota. Pendelegasian wewenang dari Walikota kepada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang untuk melakukan penertiban terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Yang Berbunyi:  “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.
1. Letak Geografis dan sejarah Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
		Rumah Sakit Ernaldi Bahar berada dalam wilayah kota Palembang, dengan luas tanah 100 m3 dan luas bangunan 28.378 m3. Yang dibangun pada tahun 2010 dan mulai beroperasional pada tahun 2012,  pada mulanya bernama Rumah Sakit Jiwa yang didirikan pada tahun 1920 seperti tertuang dalam besluit tgl 21 Mei 1992 No. 21 dari Burgelijke Geneeskunding Dienst, kemudian Besluit No 41 tanggal 25 Pebruari  1922 tentang personalia yang betugas ditempat itu.Pada tahun 1923 dibangun “ Verpleechtehuiz “ ( rumah perawatan ) pertama di Indonesia yaitu di Ujung Pandang dan Palembang ; untuk di Palembang terletak di Jln. Wirangga Wiro Sentiko yang sekarang ditempati oleh Polisi Militer Kodam II Sriwijaya. Pada tahun 1942 dipindahkan ke Baturaja kemudian dipindahkan lagi ke Kurungan Nyawa Ogan Komering Ulu (OKU) yang dipimpin oleh R.R. Setiardjo. Rumah Sakit Jiwa Palembang mulai dibangun tahun 1954-1955 dengan nama Rumah Sakit Suka Bangun.[footnoteRef:118]  [118: 	 Frofil Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Tahun 2017, Diambil Pada Tanggal 7 Juni 2018 Di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang] 

		Selanjutnya  sesuai perkembangannya Rumah Sakit Jiwa / Ernaldi Bahar  yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD)   Provinsi  Sumatera  Selatan  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah No. 9 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 841/KPTS/BPKAD/2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bertahap. Maka sejak tanggal 2 januari 2014 RS. Ernaldi Bahar menerapkan PPK BLUD Bertahap. 	Pimpinan yang pernah menjabat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
	1
	Dr, R Setiardjo 
	RSPD Kurungan Nyawa

	2
	Dr. Chasanah Goepito ,SpKJ
	1958 –  1978

	3
	Dr. Achmad Hardiman,SpKJ,MARS
	1978 –  1985

	4
	Dr. Jusmansyah Idris ,SpKJ,MM
	1985 –  1992

	5
	Dr, F Soenarto Boediadi,SpKJ,MM
	1992 –  2003

	6
	Dr. Nurlaila Atika, MM
	2003  -  2005

	7
	Dr. H Syahrul Muhamad, MARS
	2005 –  2005

	8
	Dr. H. Chairil Zaman, MSc
	2005  – 2009

	9
	Dr. Latifah, SpKJ,M.Kes
	2009  – 2012

	1
	Dr. Hj. Yumidiansi F, M.Kes
	2012 – sekarang

	
	
	


		Alamat Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang Alamat Jl. Tembus terminal Km 12 No. 02 Kelurahan Alang-Alang lebar Talang Kelapa, Alang Alang Lebar · (0711) 5645126
2. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
1) VISI :
	“Rumah Sakit Ernaldi Bahar Sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Dan  Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Prima Dan Berdaya Saing Nasional”
Mengandung makna :
1) Pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa mengandung makna bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar menjadi tempat pelayanan kesehatan jiwa akhir dari daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
2) Pusat Pendidikan Kesehatan Jiwa berarti bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar menjadi tempat sumber belajar tentang kesehatan jiwa bagi institusi pendidikan kesehatan.
3) Prima mengandung makna bahwa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah pelayanan yang terbaik dan memenuhi standar kualitas sehingga dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pasien.
4) Berdaya saing nasional mengandung harapan bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan dibandingkan Rumah Sakit Jiwa lainnya.
Misi :
	Untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut
1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa
2) Mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa.[footnoteRef:119] [119: 	 Ibid, Hlm 29] 

2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, maka susunan organisasi RS. Ernaldi Bahar sebagai berikut :
1. Direktur
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
	Bagian Pengembangan
•    Sub Bagian Penyusunan Program dan  Anggaran
•    Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	Bagian Keuangan
•    Sub Bagian Perbendaharaan
•    Sub Bagian Tata Usaha Keuangan
	Bagian Umum dan  SDM
•    Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
•    Sub Bagian Kepegawaian
     Wakil Direktur Medik dan Keperawatan
	Bidang Pelayanan Medik
•    Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus
•    Seksi Pengembangan Pelayanan Medik
	Bidang Penunjang Medik
•    Seksi Laboratorium dan Farmasi
•    Seksi Gizi dan Sarana Prasarana
	Bidang Keperawatan
•    Seksi Asuhan Keperawatan
•    Seksi Logistik

D. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Satpol PP Kota Palembang
	Dalam konsep negara kesatuan, Kewenangan Pemerintahan Daerah sebenarnya ada pada pemerintah pusat sebagai representasi dari negara. Perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah pusat.[footnoteRef:120] [120: 	 Wahyu Nor, Http://Www.Semipedia.Com/2013/02/Kewenangan-Pemerintah-Daerah.Html, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib] 

	Selanjutnya, pelimpahan wewenang adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Kemudian di dalam pelimpahan wewenang tersebut terdapat tujuan dan manfaat daripada pelimpahan wewenang tersebut, salah satunya adalah mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat segera diwujudkan atau diimplementasikan.
	Pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang  kepada Satpol PP Kota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ) dari segi teorinya yaitu Pendelegasian wewenang dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, Pelaksanaan Pendelegasian dimana kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan,sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya,[footnoteRef:121]  [121: 	Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 79-81] 

	Sedangkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari segi prakteknya yaitu Satpol PP Kota Palembang menerima wewenang dari Walikota. Serta pendelegasian wewenang dari Walikota kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Yang Berbunyi:  “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.
a. Letak Geografis Kantor Sat Pol PP Kota Palembang
		Kantor Satpol PP kota Palembang kantor Satpol PP kota Palembang terletak di bagian barat kota Palembang atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara 108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah kota Palembang tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota perairan. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 1990).
		Kota ini merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah kota Palembang termasuk salah satu kota di Indonesia yang berbatasan langsung dengan kabupaten banyuasin, Bahkan dengan posisi ini, maka daerah kota Palembang kini merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat  Light Rail Transit (LRT)
		Berbagai perestasi yang telah di ukir oleh Satpol PP kota Palembang salah satunya adalah dengan meraih penghargaan Program inovasi Pol PP ramah kategori kegiatan peduli lingkungan. Penghargaan ini diserahkan oleh menteri dalam negeri RI melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo kepada Kasat Pol PP Kota Palembang Alex Ferdinandus di Jakarta, Selasa (5/11).
		Diberikannya penghargaan tersebut kepada Sat Pol PP Kota Palembang karena berdasarkan penilaian selama satu tahun oleh tim kementerian dalam negeri, Pol PP Kota Palembang dinilai inovatif karena berhasil menjalanka program kampanye kebersihan secara konsisten. Kasat Pol PP Kota Palembang Alex Ferdinandus mengatakan, selama ini Pol PP Kota Palembang secara rutin melaksanakan program peduli lingkungan.
		Saat ini Pol PP Palembang juga memiliki Pol PP Pariwisata, “Dimana selain bertugas sebagai pemandu wisata bagi para wisatawan, mereka juga bertugas sebagai duta peduli lingkungan di Pol PP, mereka mengkampanyekan kebersihan kepada masyarakat kota Palembang”. Sementara itu Walikota Palembang H. Harnojoyo memberikan apresiasi terhadap penghargaan yang diraih oleh Pol PP ini. “Apresiasi yang sangat besar kepada Pol PP atas dirasihnya penghargaan, ini sebagai wujud nyata hasil dari konsistensi kita dalam kepedulian lingkungan, kedepan terus tingkatkan” [footnoteRef:122] [122: 	Admin Palembang.Go.Id  Http://Www.Palembang.Go.Id/Berita/450/Pol-Pp-Kota-Palembang-Raih-Penghargaan-Kemendagri, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2018, Pukul 9.20 Wib.] 

b. Panca Wira Satya Dan Struktur Organisasi Sat Pol PP Kota Palembang
1) Panca Wira Satya Sat Pol PP Kota Palembang
1. Kami Polisi Pamong Praja Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Kami Polisi Pamong Praja Setia Kepada Pemerintahan Yang Sah
3. Kami Polisi Pamong Praja Adalah Perekat Bangsa Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
4. Kami Polisi Pamong Praja Menjunjung Tinggi Kejujuran, Kebenaran Dan Nilai-Nilai Budaya
5. Kami Polisi Pamong Praja Patuh Dan Taat Dalam Melaksanakan, Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan[footnoteRef:123] [123: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Budi Norma, Kepala Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 

2) Struktur Organisasi Sat Pol PP Kota Palembang
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
b. Sekretariat, membawahi :
• Sub Bagian Tata Usaha ;
• Sub Bagian Penyusunan Program;
• Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
• Seksi Pelatihan Dasar ;
• Seksi Teknis Fungsional ;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
• Seksi Kerjasama
• Seksi Operasi dan Pengendalian ;
e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
• Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
• Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
• Seksi Satuan Linmas ;
• Seksi Bina Potensi Masyarakat;
BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

A. Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)
	Sebagaimana teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Walikota Palembang dalam penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), jika dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.[footnoteRef:124] [124: 	 Ibrahim Abddurahman, Strategis Tugas Pemimpin, (Grafika Utama, Semarang: 1998), hlm. 45    ] 

	Pelaksanaan Pendelegasian dimana kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 34 UUD 1945 tentang pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin, yaitu :
1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.[footnoteRef:125] [125: 	 Pasal 34 Uud 1945 Tentang Pemberdayaan Dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin] 

		Dan juga lebih jelasnya lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:
1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 
2) Pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. 
3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.[footnoteRef:126] [126: 	 Pasal 149 Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan] 

	Selanjutnya Pemerintah Walikota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang, pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada Dinas-dinas yang terkait. Pelimpahan wewenang adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Kemudian di dalam pelimpahan wewenang tersebut terdapat tujuan dan manfaat daripada pelimpahan wewenang tersebut, salah satunya adalah mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat segera diwujudkan atau diimplementasikan.
	Mengingat semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Walikota berfokus pada pelayanan masyarakat dimana jangkauan Walikota kepada masyarakat daerah Kota Palembang yang mempunyai wilayah demikian luas maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah Walikota sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah Walikota.[footnoteRef:127] [127: 	 Wahyu Nor, Http://Www.Semipedia.Com/2013/02/Kewenangan-Pemerintah-Daerah.Html, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib] 

	Pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang  kepada Dinas-dinas yang terkait diantaranya : Dinsos Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Panti Sosial Kota Palembang (DINSOS) dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Yang Berbunyi:  “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.
	Mengingat masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ini adalah termasuk masalah sosial sebagaiman yang dikemukan oleh ahli sosiologi Indonesia Soerjono Soekanto dapat dikategorikan menjadi 4 hal Masalah Sosial di Indonesia: 
1) Masalah ekonomi
Faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari pekerjaan,diantaranya kriminal itu sering terjadi penjambretan dan perampokan. Pencurian dan perampokan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Jika terjadi pencurian atau perampokan, masyarakat akan resah dan takut. Masyarakat tidak merasa aman. Itulah sebabnya mengapa pencurian atau perampokan digolongkan sebagai salah satu masalah sosial.
2) Masalah budaya
Kenakalan remaja menjadi salah satu contoh masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu.
3) Masalah biologi
Dalam masalah biologi ini dapat dicontohkan seperti penyakit menular, dalam kasus ini bisa dinamakan masalah sosial karena dengan adanya penyakit menular tadi ada sebagian golongan  masyarakat yang merasa terganggu. Contoh seperti di Madura ada semacam penyakit “teking cube’ atau pusta. Penyakit itu dipercayai bisa menular sampai 7 turunan. Ketika ada orang di Madura yang terkena penyakit tersebut maka para masyarakat menjahuinya karena penyakit itu dianggap menjijikkan selain menjijikkan penyakit tersebut juga bisa menular ke orang lain.
4) Masalah psikologis
 Masalah psikologis ini lebih mengarah pada jiwa seseorang. Seperti orang gila, dapat dikatakan sebagai masalah sosial karena saat keadaan jiwa mereka sedang tidak stabil maka orang gila tersebut  dapat meresahkan warga, seperti mengamuk dan yang lebih fatal dapat melakukan tindakan kriminal.[footnoteRef:128] [128: 	 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm 45] 

[bookmark: _ftn3]	Jadi dapat disimpulkan bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini termasuk masalah sosial yang harus diselesaikan oleh Walikota Palembang karena kondisi ini membuat warga Kota Palembang cukup resah dengan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Meskipun tidak menganggu namun warga tetap merasa takut dan khawatir nanti tiba-tiba mengamuk dan melukai warga.[footnoteRef:129]  [129: 	 Http://Palembang.Tribunnews.Com/2015/05/20/12 Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 10.27 Wib ] 

	Jadi Walikota Palembang memerintahkan kepada Dinas Kota Palembang dalam menjalangkan tugasnya sebagai unsur pelaksana Pemerintahan dibidang sosial, Walikota Palembang mengeluarkan peraturan Walikota berupa Perda Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang Didalam Pasal 2 Yang Berbunyi: 
1) Dinas Sosial Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 
2) Dinas Sosial Dipimpin Oleh Kepala Dinas Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah
3) Dinas Sosial Dan Susunan Organisasi Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Mempunyai Tugas Membantu Walikota Melaksanakan Urusan Dibidang Sosial Dan Tugas Pembantuan.  
	Sedangkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Pemerintahan Walikota Palembang dari segi prakteknya yaitu Dinas Sosial  menerima wewenang dari Walikota Yang disertakan dengan surat tugas Walikota untuk melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), ketika melakukan penertiban haruslah disertai dengan surat tugas. Ini dimaksudkan agar sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang  anggotanya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.[footnoteRef:130] [130: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se, M.Si, Pembina Tk , Jum’at 4 Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

	Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam menjalangkan tugasnya sebagai unsur pelaksana Peraturan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang mengeluarkan peraturan Walikota berupa Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007,  Tentang Ketentraman Dan Ketertiban sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 2,  maka Walikota Palembang memerintahkan kepada: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Untuk Melaksanakan Ketentuan Praturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007,  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.  
	Pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Walikota Palembang dari segi prakteknya Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang menerima wewenang dari Walikota Palembang Yang disertakan dengan surat tugas Walikota untuk melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), ketika melakukan penertiban haruslah disertai dengan surat tugas. Ini dimaksudkan agar sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang,  anggotanya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku [footnoteRef:131] [131: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Budi Norma, Kepala Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang,   Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Lokasi Kantor Pol Pp Kota Palembang ] 

	Panti Sosial Kota Palembang dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Walikota Palembang dari segi prakteknya yaitu Panti Sosial Kota Palembang menerima wewenang dari Walikota Palembang Yang disertakan dengan surat tugas dari Walikota untuk melakukan perawatan sementara Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).[footnoteRef:132] [132: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Pak Yanto Kasi Bidang Keperawatan Dan Keamanan Panti Pada Tanggal 5 Mei 2018, Di Panti Sosial Palembang] 

	Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang dalam menjalangkan tugasnya sebagai unsur pelaksana peraturan daerah kota Palembang bidang kesehatan dan rehabilitasi penyakit gangguan jiwa, Walikota Palembang Mengeluarkan Peraturan Walikota Berupa Perda Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Dijelaskan Dalam Pasal 2 Yang Berbunyi: 
1) Dinas Kesehatan Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2) Dinas Kesehatan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Dinas Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah
3) Dinas Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Mempunyai Tugas Membantu Walikota Melaksanakan Urusan Dibidang Kesehatan Dan Tugas Pembantuan..  
	Sedangkan pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang dalam rehabilitasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Walikota Palembang dari segi prakteknya yaitu Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang menerima wewenang dari Walikota Palembang Yang disertakan dengan surat tugas Walikota untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), ketika melakukan pengobatan atau rehabilitasi disertai dengan surat tugas. Ini dimaksudkan agar sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang  bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.[footnoteRef:133] [133: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang  ] 

	Berdasarkan hasil wawancara, tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Palembang dalam menertibkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).? 
	Pemerintah Kota Palembang telah melakukan tim penjangkaun terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang  Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 yang berbunyi: “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum”. Kewenangan Pemerintah Kota Palembang salah satunya menertibkan dan menindak orang dalam gangguan jiwa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.[footnoteRef:134] [134: 	 Lihat Perda Kota Palembang No 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban. ] 

	Tentunya sesuai dengan pasal tersebut Pemerintah Kota Palembang akan menertibkan maupun menindak setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah kota Palembang terus melakukan ” Penertiban orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), akan diadakan peningkatkan patroli untuk mengamankan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Terjaring Razia satpol PP akan dikirim ke Dinsos untuk dikirim ke panti sosial ataupun rumah sakit, tergantung kondisi ODGJnya tersebut.[footnoteRef:135]  [135: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Yudi Irawan, Skom, Mm. Penata Tk 1,  Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Korban Perdagangan Orang, Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

	Pemerintah Kota Palembang telah melakukan Pembinaan dan pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait diantaranya adalah petugas Dinas Sosial (DINSOS) bagian rehabilitasi sosial, Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Polisi, kesra, Panti Sosial Kota Palembang. Dinas Kesehtan (DINKES) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang, yakni spesialis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
	Dinas Sosial (DINSOS)  melakukan upaya-upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi: Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan layanan Call Center untuk dapat menginformasikan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut.
	Tim Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang turun ke lapangan sendiri terdiri dari petugas Dinas Sosial (DINSOS) bagian rehabilitasi sosial, Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Polisi, kesra, Panti Sosial Kota Palembang. Dinas Kesehtan (DINKES) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang, yakni spesialis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebelum pasien dibawa ke Rumah Sakit, terlebih dahulu kita melakukan pendekatan terhadap keluarga, hal tersebut berupaya memberikan penjelasan dengan efektif kepada pihak keluarga pasien. Setelah diberikannya penjelasan tersebut barulah pihak keluarga mau melepas anggota keluarganya untuk dilakukan pengobatan.
	Berdasarkan hasil wawancara tentang darimanakah asal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Palembang ini.
	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Palembang ini bervariasi daerahnya ada yang dari kota Palembang dan ada juga yang dari luar kota Palembang bahkan dari luar Sumatra Selatan pun juga sering kita temukan.[footnoteRef:136] Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini dikabarkan mereka diturunkan oleh pihak tertentu dari truk pada malam hari). [136: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang 
] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang dimanakah lokasi yang paling banyak ditemukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang ini?. 
	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang ini tidak bisa dipastikan daerah yang paling banyak ditemukan, orang dengan gangguan jiwa dikota Palembang ini mereka tidak menetap disuatu tempat tertentu, kami selaku petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dimana kami menemukan atau mendapatkan laporan maka kami langsung melakukan penindakan.
	Berdasarkan hasil wawancara tentang berapakah jumlah personil yang dikerahkan ketika melakukan patroli atau penangkapan.
	Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya jumlah anggota yang dikerahkan dalam penertiban orang dengan gangguan jiwa ini adalah 15 personil setiap hari, kemudian 15 personil itu dibagi menjadi tiga sip dalam 24 jam dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini lumayan efektif dengan demikian itu diharapkan Kota Palembang ini terhindar dari orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran. 
	Berdasarkan hasil wawancara tentang  bagaimana kerjasama dari pihak Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dengan masyarakat dalam penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
	Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya  Pemerintah Kota Palembang  memberikan ruang pengaduan 24 jam kepada masyarakat Kota Palembang yang berupa call center untuk memberikan informasi atau pengaduan kepada pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini yang menerima pengaduan ini adalah Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, dengan adanya pengaduan seperti ini diharapakn dapat memudahkan Pemerintah Kota Palembang untuk mengontrol dan menertibakan keberdaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Palembang ini.[footnoteRef:137] [137: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Yudi Irawan, Skom, Mm. Penata Tk 1,  Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Korban Perdagangan Orang, Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana tanggapan dari Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di kota Palembang ini.
	Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya  Pemerintah Kota Palembang, saat ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi permasalahan tersendiri di Kota Palembang ini. Selain meresahkan masyarakat, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini sebagian merupakan kiriman dari daerah tetangga seperti Banyuasin, Lahat Ogan Kemerin Ilir dan lain sebagainya.[footnoteRef:138]	 [138: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Sudiada, Bid Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang prestasi apakah yang telah dicapai Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini.
	Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang telah mencapai hasil yang luar biasa yaitu berkurangnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) didalam wilayah Kota Palembang, dapat menciptakan ketertiban umum, ketenangan Masyarakat dan kebersihan serta keindahan Kota Palemabang. Kota Palembang juga mendapatkan sebuah penghargaan Inovasi Terbaik dalam Program Indonesia Rama yang diselengarakan oleh Mendagri Bapak Cahyo Kumolo.[footnoteRef:139] [139: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Yudi Irawan, Skom, Mm. Penata Tk 1,  Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Korban Perdagangan Orang, Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

	Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam memberikan pelayanan kesehatan, berdasarkan hasil wawancara kami tentang bagaimana penanganan medis yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
	Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar mempunyai tugas dalam penyembuhan setiap pasien sakit jiwa yang berada dalam Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar dengan menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sebagai unggulan dan kesehatan dasar lainnya, dibidang pelayanan kesehatan jiwa sebagai unggulan dan kesehatan dasar lainnya, dibidang pelayanan kesehatan jiwa mempunyai tugas pokok : preventif, kuratif, promotif dan dan rehabilitatif yang dilaksanankan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan rujukan.
	Menyelenggarakan pendidikan / pelatihan kesehatan jiwa serta pelayanan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan konsultasi HIV/ AIDS dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan dasar untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia. Adapun kegiatan rehabilitasi yang dilakukan adalah :
1) Terapi gerak / Olah raga
2) Terapi kerja  
3) Terapi kelompok / permainan 
4) Terapi musik 
5) Terapi religius
6) Seleksi
7) Droping.[footnoteRef:140]  [140: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang  Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu  4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang  ] 

	Ketika melakukan perawatan medis terhadap pasien pasien gangguan jiwa dari tingkat penyakit tertentu, mengukur penyakit yang paling ringan berapa lamakah peroses penyembuhannya bahkan dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
	Berdasarkan hasil wawancara bahwa pasien gangguan jiwa bisa dikatakan sembuh apabila pasien tersebut sudah bisa berkomunikasi, beraktivitas dengan baik sebagaimana pada manusia umumnya kemudian diperiksa oleh dokter jika hasil menunjukan bahwa pasien dinyatakan sembuh maka sudah diperbolehkan untuk pulang kerumahnya dengan menghubungi keluarga pasien. Adapun jangka waktu perawatan yang diberikan dari pihak Rumah Sakit adalah dua minggu paling lama.
	Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang dalam melakukan tindakan medis tehadap pasien gangguan jiwa.
	Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya kendala- kendala yang dihadapi pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah:
1) Sebagian dari keluarga pasien tidak memberikan dukungan penuh kepada pihak Rumah Sakit ketika menitipkan keluarganya yang mengidap penyakit gangguan jiwa, kandang kala pasien yang sudah menjalangkan pengobatan dirumah sakit bahkan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, dari pihak keluarga pasien ketika diberikan informasi tersebut oleh pihak Rumah Sakit “Bahwa pasien sudah dinyatakan sembuh dan diwajibkan keluarganya untuk menjemputnya kembali”, mereka tidak menghiraukan himbauan dari Rumah Sakit bahkan sebagian dari mereka ada yang memutuskan hubungan kontak dengan pihak Rumah Sakit, sebagian keluarga pasien menganggap bahwa Rumah Sakit adalah tempat penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bukan tempat pengobatan sementara.
2) Pasien sering mengamuk bahkan mengancam petugas medis kitika melakukan pengobatan
3) Pasien tidak ditunggu oleh keluarganya bagi yang menderita sakit fisik seperti tipes dan lain sebagainya, sehingga petugas medis merasa kesulitan ketika hendak melakukan perawatan.
4) Pasien tidak mempunyai alamat yang lengkap sehingga pihak Rumah Sakit merasa kesulitan ketika hendak memulangkan pasien kepada keluarganya disaat pasien sudah dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit.
5) Stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih sangat buruk sehingga dukungan masyarakat bagi pihak Rumah Sakit sangat kurang sehingga menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam menjalangkan Visi dan Misinya dalam membatu pemerintah terhadap pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini.[footnoteRef:141]  [141: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bidang  Kasi Perawatan Ruangan Inap Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang  Ibu  Nuria, Rabu  4 Juli 2018, Pukul 10.5 Wib. Lokasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang .] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang darimanakah distribusi cara bayar dana pasien rawat jalan dan inap dirumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.
	Beradsarkan hasil wawancara bahwa pasien rawat jalan dan inap dirumah sakit Ernaldi bahar Palembang, untuk rawat jalan mereka bayar peribadi ada yang menggunakan akses kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Sosial Kesehatan (JAMSOSKES) Sumsel semesta, dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) + Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk yang rawat inap  mereka bayar peribadi ada yang menggunakan akses kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Sosial (JAMSOS) dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).[footnoteRef:142] [142: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang  Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu  4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang  ] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang ada berapakah jenis-jenis penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh pasien Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang?
	Berdasarkan hasil wawancara bahwa jenis-jenis penyakit yang sering dialami oleh pasien rumah sakait Ernaldi Bahar adalah:
1) Skizoferenia merupakan bentuk psikosa fungsional paring berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar, pasien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal
2) Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih  dan gejala penyertanya
3) Kecemasan suatu perasaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik
4) Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitaannya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata orang biasanya
5) Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak
6) Gangguan perilaku masa anak dan remaja, anak dengan gangguan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan, atau norma-norma masyarakat.[footnoteRef:143]  [143: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang bagaiman cara perawatan yang diberikan oleh Panti Sosial Palembang terhadap pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
	Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Panti Sosial bahwasanya Pasien Gangguan jiwa diberikan pelayanan  sesuai dengan kemampuan, walaupun keadaan yang kita lihat saat ini sangat memperihatinkan. “Sebagai petugas disini melihat Pemerintah kurang serius dalam  penanganan kasus gangguan jiwa khususnya di Panti Sosial ini, kenapa kami mengatakan seperti itu, karena kami melihat sebaiknya para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini mendapatkan perawatan khusus dari perawat yang memang benar-benar ahli dibidangnya baik merawat masalah lingkungan panti seperti tempat tidur yang layak, penyediaan air bersih, makanan yang layak  dan juga masalah kesehatan dan sebainya rutin memberikan perawatan itu di Panti Sosial ini sehingga keadaan lingkungan steril dari penyakit dan wangi tidak kotor dan menjijikan seperti sekarang ini, barulah tempat ini layak dikatan sebagai Panti Sosial”.[footnoteRef:144]  [144: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Pak Yanto Umur 32  Tahun  Kasi Bidang Keperawatan Dan Keamanan Panti  5 Mei 2018, Di Panti Sosial Palembang.] 

	Jika melihat keadaan lingkungan seperti ini yang tidak terawat dan jorok maka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di panti ini bisa bertambah sakit bahkan penyakit seperti gatal-gatal diare dan penyakit- penyakit yang lain bisa mereka rasakan.[footnoteRef:145]  [145: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Pak Rahman  Umur 45 Tahun Pasien Odgj Asal  Pagar Alam Palembang  5 Mei 2018, Di Panti Sosial Palembang.] 

	Berdasarkan hasil wawancara tentang apakah Faktor-faktor yang menyebabkan orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa di kota Palembang ini.
	Gangguan jiwa disebabkan oleh beberapa faktor yang terus menerus saling mempengahruhi yaitu : 
1. Faktor-faktor psikologik (psikogenik) atau psikoedukatif
1) Interaksi ibu-anak : normal (rasa percaya dan rasa aman atau abnormal berdasarkan kekurangan, distorsi, dan keadaan yang terputus (perasaan tak percaya dan kebimbangan) 
2) Peranan ayah
3) Persaingan antara saudara kandung 
4) Intelegensi
5) Hubungan dalam keluarga, pekerjaan permainan dan masyarakat
6) Kehilangan yang mengakibatkan kecemasan, depresi rasa malu atau rasa bersalah 
7) Konsep dini : pengertian identitas diri sendiri melawan peranan yang tidak menentu  
8) Keterampilan, bakat dan kreativitas 
9) Pola adapsi dan pembelaan diri sebagai reaksi terhadap bahaya 
10) Tingkat perkembangan emosi.
2. Faktor-faktor sosio-budaya (sosiogenik) atau sosiokultural 
1) Kestabilan keluarga 
2) Pola mengasuh anak 
3) Tingkat ekonomi[footnoteRef:146]  [146: 	 Dokumentasi Data Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang, Rabu 4 Juli 2018 ] 

	Pemerintah Kota Palembang telah melakukan upaya yang sangat baik dalam mesejahterakan rakyatnya melalui Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Jika memperhatikan konssep teori  negara kesejahteraan sebagaimana yang dikembangkan  (welfare state), maka harus memenuhi lima prinsip penting yang merupakan prinsip yang mendasari (dan sekaligus menjadi ciri) suatu sistem negara kesejahteraan yaitu:
1) Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi kehidupan rakyat banyak adalah agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau, tidak memberatkan kehidupan rakyat. Contoh cabang produksi yang penting bagi kepentingan rakyat paling tidak adalah listrik, gas dan minyak bumi, air bersih, dan angkutan umum murah.[footnoteRef:147]  [147: 	 Ibid, Hlm 24] 

2) Usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.[footnoteRef:148]  [148: 	 Ibid, Hlm 26] 

3) Negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejaheraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Berbagai pelayanan tersebut, dengan berbagai sistem yang diterapkan, harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa kecuali. Tentu saja, jumlah jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan oleh negara bergantung pada perkembangan kemampuan negara, tetapi kedua jenis pelayanan tersebut (kesehatan dan pendidikan) merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan.[footnoteRef:149]  [149: 	 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, (Cet. Ii, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987), Hlm., 87 ] 

	Disamping itu, negara juga menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warganegaranya. Bahkan, banyak pemikir dan praktek kenegaraan yang menganut sistem negara kesejahteraan memandang bahwa peran negara didalam memberikan pelayanan kesejahteraan warganegaranya harus meliputi kehidupan rakyat “sejak dari buaian hingga liang kubur” (from cradle to the grave). 
	Dalam hal ini yang perlu dicatat adalah, walaupun dalam sistem negara kesejahteraan selain cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan negara juga menyediakan berbagai pelayanan bagi kepentingan rakyatnya, terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, dan bisa jadi juga angkutan umum murah, penyediaan beras murah, pupuk murah, tetapi bersamaan dengan itu usaha-usaha swasta juga diperbolehkan. Karena itu,  dalam negara kesejahteraan, rakyat dapat memilih untuk memperoleh pelayanan dari pihak mana. Mereka yang mampu tidak dilarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dari swasta yang mungkin biayanya sangat mahal, tetapi mereka pandang lebih baik.[footnoteRef:150]  [150: 	 Ibid, Hlm 27] 

	Mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang mengenakan pajak yang dalam prosentasenya juga semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Dengan melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin didalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang. 
	Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi didalam pengelolaan negaranya.[footnoteRef:151] Dalam konsep negara kesejahteraan mengutamakan untuk mengurusi secara langsung kesejahteraan rakyatnya, maka akibatnya, negara kesejahteraan menjadi negara yang memasuki sangat banyak segi kehidupan rakyat, mulai dari soal pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan sebagainya. [151: 	 Ibid, Hlm 30] 


B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007), menurut teori legal sistem Lawrence M. Freidman adalah sebagai berikut: 
1. Subtansi hukumnya: 
	Subtansi hukum jika diibaratkan benda ialah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan /hukum tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan).[footnoteRef:152] [152: 	 M Friedman Lawrence, The Legal Sistem, (Jakarta: Ori Segel, 2010), Hlm 204 ] 

	Jika dilihat dari subtansi hukum yang sudah ada ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi penghambat dalam penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang, diantaranya adalah: 
a. Isi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tidak memberikan sanksi hukuman bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga pasien yang sengaja memelihara Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan tidak melaporkanya kepada aparat pemerintah Kota Palembang.   	Karena sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman).[footnoteRef:153] Yang berfungsi sebagai alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.[footnoteRef:154] [153: 	 Ana Retno Ningsih Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang : Penerbit Widya Karya, 1997) hlm., 87]  [154: 	 Tjitrosoedibyo dan R. Subekti, Kamus Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)hlm., 98] 

b. Dari isi Peraturan Daerah Kota Palembang tersebut, tidak adanya penegasan kata “wajib atau harus” untuk menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), seharusnya memberikan ketegasan terhadap pelaksana baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum terkhusus kepada keluarga pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga dapat memberikan rasa tanggung jawab jika melihat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di jalur hijau maupun ditempat-tempat umum. 
		Karena berdasarkan Pasal 491 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.” Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas. Karena jika keluarga membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas, keluarga dapat juga dijerat dengan Pasal 491 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[footnoteRef:155] [155: 	 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 491a Butir 1] 

c. Penguraian isi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007, tidak memberikan ketegasan terhadap pelaksana baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukumnya, sehingga tidak dapat memberikan rasa tanggung jawab jika melihat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di jalur hijau maupun ditempat-tempat umum. 
d. Didalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007, tidak adanya aturan berupa prestasi yang diberikan kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menertibkan atau memberikan laporan kepada pemerintah terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
	Sebaiknya pemerintah Kota Palembang memberikan penghargaan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan semangat dan motivasi yang tinggi agar tetap mendukung pemerintah dalam menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar masyarakat mau bekerja dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga mendorong masyarakat  yang lain untuk membantu pemerintah dalam menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini.[footnoteRef:156] [156: 	 Mulyadi, dan John Setyawan, Sistem Perencanaan Pengendalian 
Management. (Penerbit Salemba 4., edisi 2, 2001), hlm 79] 

		Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 ini agar lebih efisien, seharusnya Pemerintah Kota Palembang melakukan suatu perubahan dengan memperhatikan 7 langka-langka dalam penyusunan perda.
		Berikut terdapat 7 (tujuh) langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui yaitu:
1) Identifikasi isu dan masalah.
2) Identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana peraturan daerah (Perda) baru dapat memecahkan masalah.
3) Penyusunan Naskah Akademik.
4) Penulisan Rancangan Perda.
5) Penyelenggaraan Konsultasi Publik: Revisi Rancangan Perda, Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan.
6) Pembahasan di DPRD.
7) Pengesahan Perda.
	Para perancang Perda perlu membuat Perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan dapat mencakup banyak hal, antara lain degradasi dan deviasi sumber daya, konflik pemanfaatan antar pihak yang mengakibatkan keresahan sosial, dan lain-lain.[footnoteRef:157] [157: 	 Syamsuddin Ali, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018) hlm 32] 

	Selain mengidentifikasi masalah, perancang Perda harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah (akar masalah) dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut, seperti nelayan tradisional dan nelayan kecil lainnya, nelayan skala menengah dan besar, wisatawan, industri perikanan skala besar, dan industri skala besar lainnya. Perancang Perda hendaknya memahami konsekuensi konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah-masalah tertentu.[footnoteRef:158]  [158: 	 Ibid., hlm 37] 










1. Struktur hukum: Merupakan sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.[footnoteRef:159]  [159: 	 M Friedman Lawrence, The Legal Sistem, (Jakarta: Ori Segel, 2010), Hlm 204 ] 

	Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya.[footnoteRef:160] Jika ibratkan sebuah benda maka struktur hukum merupakan sebuah mesin yang harus bergerak bergerak berdasarkan tugas dan fungsinya.[footnoteRef:161]  [160: 	 Ibid, Hlm. 208]  [161: 	 Ibid, Hlm. 305] 

	Struktur hukum juga harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang dalam menjalangkan tugasnya dalam menertibkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pemerintah Kota Palembang memberikan mandat kepada aparat penegak hukum dan dinas-dinas yang terkait diantaranya: Dinas Sosial Kota Palembang (Dinsos), Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Pol PP), Panti Sosial Kota Palembang dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang.
1) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang 
	Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.
		Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. Menurut PP ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP)  Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.[footnoteRef:162] [162: 	 Handoko, Widhi.2014. Kebijakan Hukum Pemerintah, (Yogyakarta:Thafa Media) Hlm. 107] 

		Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut PP ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP)  berwenang  membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah  yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi:
1) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
2) Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
3) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis;
4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
6) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7) Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;[footnoteRef:163] [163: 	 Saifullah, Tugas Dan Fungsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007) Hlm. 29-30 ] 

		Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini. PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.
		Jika dilihat cara kerjanya dalam peroses penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ),  Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang menemui banyak sekali kendala-kendala dibandingkan dengan kemudahan-kemudahan yang dihadapi dalam peroses penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah: 
1) Ketrampilan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang masih sangat kurang dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Dengan keterbatasan tersebut, akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang tampak lebih mengedepankan bentrok fisik dan pendekatan-pendekatan militer daripada mengambil langkah-langkah persuasif, preventif, serta edukatif.
2) Aspek-aspek sociological dan psycosocial approach yang masih sangat kurang,  
3) Pendidikan khusus terhadap anggota yang masih sangat kurang dari 500 jumlah anggota personil yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini hanya 40 % yang yang mendapatkan pelatihan khusus keanggotaan, inilah yang perlu dibekali ke semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang.
		Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang harus memperoleh pendidikan khusus karena sebagaian anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) tampa mendapatkan pelatihan khusus, dengan adanya pendidikan khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dapat menyediakan kurikulum yang memperkuat ketrampilan persuasif dan dialog dengan masyarakat.
4) Selain itu, syarat sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) pun harus tamatan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menurut PP ini, anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, dan terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama; pejabat administrasi; dan pejabat fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Polisi Pamong Praja (Pol PP), menurut PP ini, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.[footnoteRef:164] [164: 	 Ibid, Hlm 31-33] 

5) Kurangnya jumlah personil, jumlah personel yang dimiliki hanya berjumlah 500 orang, paling tidak dibutuhkan 528 personel, untuk menjangkau luas kota Palembang yang mencapai 400.61 km2.
6) Fasilitas sarana dan prasarana seperti mobil yang masih kurang, Saat ini kendaraan yang ada hanya berjumlah 11 unit, sedangkan kendaraan yang dibutuhkan sedikitnya 16 unit kendaraan.
7) Jumlah anggaran yang masih sangat kurang dalam hal ini dibutuhkan untuk;
a) Kendaraan operasional untuk 5 unik mobil, Rp. 100.000 x 5  = Rp. 500,000 ribu untuk pembelian bahan bakar minyak untuk 1 kali patroli 
b) Uang saku atau biaya anggota ketika melakukan patroli 25 x 70,000 maka jumlah uang saku atau biaya anggota Rp. 1.750.000 untuk 1 kali Patroli   
c) Biaya perbaikan mesin kendaraan operasional untuk 16 unit mobil, Rp. 200.000 x 16 = Rp. 3.200.000  dari masing-masing anggaran yang tersedia hanya 70% saja, maka dapat disimpulkan anggaran yang ada tidak mencukupi kebutuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang ketika melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
7) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ketika ditertibkan sering melakukan perlawanan dengan petugas, orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kejar-kejaran dengan petugas ketika hendak ditertibkan dan 
8) Kurang adanya dukungan penuh dari masyarakat. 
	      Adapun kemudahan-kemudahan yang dihadapi adalah kerjasama yang baik dari institusi-institusi yang terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Sosial Kota Palembang (DINSOS), Panti Sosial Kota Palembang dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang yang masih sangat baik dan selalu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat demi tercapainya tujuan bersama dalam menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang ini.[footnoteRef:165] [165: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Sudiada, Bid Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 

2) Dinas Sosial Kota Palembang 
	 Fungsi Dinas Sosial Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan Dinas Sosial adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada Bab V dalam peraturan daerah No 2 Tahun 2005 yaitu bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10 yaitu : 
1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunayi tugas melaksanakan pmbinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan); 
b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat; 
c) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan);[footnoteRef:166] [166: 	 W.J.S. Purwadarminto. 1986. Kamus Umum Bahasa 
Indonesia. Jakata: Nilai Pustaka. Hlm. 553  ] 

	Jika dilihat cara kerjanya ternyata Dinas Sosial (DINSOS) Kota Palembang menemui beberapa hambatan-hambatan dan kemudahan-kemudahan   dalam peroses penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini, diantara kendala-kendala yang dihadapi adalah: 
1) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk biaya makan Orang Dalam Gangguan Jiwanya (ODGJ) dari Dinas Sosial (DINSOS) Kota Palembang menganggarkan hanya untuk 200 orang dengan masing-masing Rp 18.000 per hari, Sedangkan jumlah orang gangguan jiwa yang terjaring operasi mencapai 250 orang.
2) Tidak mengetahui asal daerahnya. 
3) Keluarganya juga enggan menerima keberadaannya kembali ke rumah,
4) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering mengamuk ketika hendak ditertibkan, dan 
5) Kurangnya jumlah tempat penampungan di  dalam panti dalam satu panti kapasitasnya hanya untuk 200 orang. Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terjaring operasi mencapai 250 orang. Adapun kemudahan-kemudahan yang dihadapi adalah anggota selalu siap siaga ketika ada perintah darurat dari pimpinan.[footnoteRef:167] [167: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang 
	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Yudi Irawan, Skom, Mm. Penata Tk 1,  Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Korban Perdagangan Orang, Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang.] 

3) Panti Sosial Kota Palembang
 	Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi.[footnoteRef:168]  [168: 	 Departemen Sosial Ri, (Jakarta: 2008), Hlm. 11] 

	Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial dewasa ini terus menerus ditingkatkan dan dituntut untuk bisa menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan[footnoteRef:169] [169: 	 Http://Www.Dinsos.Pemdadiy.Go.Id, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2019, Pukul 17.00 Wib.] 

	Tujuan Panti Sosial adalah suatu yang diharapkan oleh Panti Sosial guna tercapai tujuan setela selesai dilakukan. Dalam kaitannya dengan panti sosial, bertujuan sebagai berikut. 
1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang
tanggung jawab sosial.
2) Meningkatnya keberfungsian sosial keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosial.
3) Mendorong kepedulian keluarga dekat dan kerabat serta masyarakat dalam membantu keluarga besarnya yang mengalami tantangan dalam pemenuhan kebutuhan terhadap keluarganya.
4) Menggali, menghimpun, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya yang ada di masyarakat guna mewujudkan pelayanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat.[footnoteRef:170] [170:  Departemen Sosial Ri,(Jakarta: 2008), Hlm. 12-13] 

		Jika dilihat cara kerjanya Panti Sosial menemukan banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat selama ini, disamping itu juga ada juga kemudahan-kemudahan yang dihadapai oleh pihak Panti, adalah sebagai berikut:
1) Kurangnya jumlah petugas panti, dengan jumlah klien Panti mencapai 200 orang lebih, namun hanya diurus sebanyak 10 orang yang terdiri dari kordinator, honorer, ASN hingga pejabat struktural lainnya. paling tidak membutuhkan sekitar 30 orang petugas panti. 
2) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk biaya makan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ketika didalam Panti dari pemerintah  menganggarkan hanya untuk 400 orang dengan masing-masing Rp 20.000 per hari, Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwanya (ODGJ) didalam Panti mencapai 450 orang.
3) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk gaji anggota atau petugas panti dari pemerintah menganggarkan hanya untuk 10 orang dengan masing-masing Rp. 1.500.000, sedangkan petugas Panti mencapai 18 orang.
4) Kurang adanya kerjasama yang baik antara petugas Panti, dinas kesehatan dan pemertintah Kota Palembang.
	Pentingnya sebuah kerjasama yang baik dari anggota ke pemimpin, Sikap seorang pemimpin yang baik adalah yang mau menerima masukan dari anggotanya. Oleh karena itu anggota dalam menjalin komunikasi terhadap atasannya hendaknya bersifat jujur dan langsung, tidak hanya selalu setuju terhadap keputusan pemimpin. Untuk menjadi pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, tanggung jawab dan sikap mengambil keputusan yang tepat saat terjadi masalah. Oleh karena itu anggota dalam menyampaikan gagasan mereka memberikan sikap hormat sebagai bentuk kesetiaan terhadap pemimpin dan perusahaan.[footnoteRef:171]  [171:  Dessler, Gary. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Pt. Indeks),Hlm. 78] 

	Antara anggota dan anggota lainnya, Tim dibentuk agar memperoleh kemudahan dalam meraih keberhasilan perusahaan, maka dari itu setiap anggota tim harus menjalin komunikasi agar membangun kerjasama tim yang baik. Kesuksesan sebuah tim didukung oleh orang-orang yang ada dalamnya, jika salah satu anggota tidak ingin teman lainnya sukses sehingga menghambat terjalinnya komunikasi para anggota, maka tim tersebut akan jauh dari keberhasilan. Oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab, dalam memberikan informasi khususnya agar terjalin kerjasama guna mencapai keberhasilan bersama.[footnoteRef:172] [172: 	 Ibid, Hlm] 

5) Pendidikan khusus terhadap anggota atau petugas Panti yang masih sangat kurang, petugas Panti harus memperoleh pendidikan khusus yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) karena sebagaian anggota atau petugas Panti berasal dari kalangan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
6) Infrastruktur, bangunan tempat penginapan bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak layak dijadikan sebagai tempat tinggal bagi pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti WC, air bersih dan areal lingkungan yang harus benar-benar dijaga kebersihannya oleh Pemrintah Kota Palembang.[footnoteRef:173]  [173: 	 Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bpk. Edi, Penjaga Panti Sosial Kota Palembang, Pada Tanggal  27 Juni 2018] 

4) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang 
	Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 6 Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. “Adalah sebuah  layanan kesehatan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ masyarakat”. 
	Rumah sakit jiwa melakukan upaya kesehatan jiwa: Rehabilitasi, Kegiatan rehabilitasi psikososial dapat berupa kegiatan psikoedukasi, peningkatan keterampilan sosial, penigkatan keterampilan okupasional, dukungan hidup, remediasi kongnitif, manajer kasus yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas orang dengan gangguan jiwa untuk memelihara status kesehatannya, membina hubungan sosial, memiliki keterampilan okupasional sehingga memungkinkan peroses integrasi ke masyarakat. 
	Namun pihak Rumah sakit mengalami banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam menjalangkan tugasnya dalam kegiatan rehabilitasi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:
1) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering melakukan perlawanan pada saat ditertibkan
2) Pembiayaan untuk masalah kesehatan jiwa masih belum mendapatkan porsi dan perhatian yang imbang, karena jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang hanya untuk 870 orang dengan masing-masing Rp 25.000 per hari, Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dirawat mencapai 900 orang.
3) Kurangnya keterampilan khusus dari perawat Rumah Sakit karena sebagian perawat Rumah Sakit berasal dari pendidikan dasar keperawatan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
4) Petugas Panti harus memperoleh pendidikan khusus yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) karena sebagaian anggota atau petugas Panti berasal dari kalangan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
5)  kurang adanya dukungan dari keluarga pasien, keluarga pasien menganggap bahwa rumah sakit adalah tempat penampungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bukan tempat pengobtan sementara 
6) Pasien tidak mempunyai alamat lengkap sehingga pihak rumah sakit merasa kesulitan ketika hendak memulangkan pasien kepada keluarganya disaat pasien sudah dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit dan
7)  Pasien tidak ditunggu oleh keluarganya bagi yang menderita sakit fisik, sehingga petugas medis merasa kesulitan ketika hendak melakukan perawatan.[footnoteRef:174]  [174: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang .] 

	Adapun kemudahan yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit adalah Pemerintah sangat mendukung dalam peroses perawatan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
II. Tabel Kendala-Kendala Dan Kemudahan-Kemudahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Palembang Dalam Penertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
	No
	Nama lembaga
	Kendala-kendala
	Kemudahan-kemudahan

	1
	Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang
	1) Keterampilan Satuan Polisi
Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang masih sangat kurang dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Dengan keterbatasan tersebut, akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang tampak lebih mengedepankan bentrok fisik dan pendekatan-pendekatan militer daripada mengambil langkah-langkah persuasif, preventif, serta edukatif.
2) Aspek-aspek sociological dan psycosocial approach yang masih sangat kurang,
3) Pendidikan khusus terhadap anggota yang masih sangat kurang dari 500 jumlah anggota personil yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini hanya 40 % yang yang mendapatkan pelatihan khusus keanggotaan, inilah yang perlu dibekali ke semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang.
4) Selain itu, syarat sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) pun harus tamatan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menurut PP ini, anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, dan terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama; pejabat administrasi; dan pejabat fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Polisi Pamong Praja (Pol PP), menurut PP ini, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.[footnoteRef:175] [175: 	 Ibid, Hlm 31-33] 

5) Kurangnya jumlah personil, jumlah personel yang dimiliki hanya berjumlah 500 orang, paling tidak dibutuhkan 528 personel, untuk menjangkau luas kota Palembang yang mencapai 400.61 km2.
6) Fasilitas sarana dan prasarana seperti mobil yang masih kurang, Saat ini kendaraan yang ada hanya berjumlah 11 unit, sedangkan kendaraan yang dibutuhkan sedikitnya 16 unit kendaraan.
7) Jumlah anggaran yang masih sangat kurang dalam hal ini dibutuhkan untuk;
a) Kendaraan operasional untuk 5 unik mobil, Rp. 100.000 x 5  = Rp. 500,000 ribu untuk pembelian bahan bakar minyak untuk 1 kali patroli
b) Uang saku atau biaya anggota ketika melakukan patroli 25 x 70,000 maka jumlah uang saku atau biaya anggota Rp. 1.750.000 untuk 1 kali Patroli
c) Biaya perbaikan mesin kendaraan operasional untuk 16 unit mobil, Rp. 200.000 x 16 = Rp. 3.200.000
Dari masing-masing anggaran yang tersedia hanya 70% saja, Maka dapat disimpulkan anggaran yang ada tidak mencukupi kebutuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang ketika melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
8) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ketika ditertibkan sering melakukan perlawanan dengan petugas, orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kejar-kejaran dengan petugas ketika hendak ditertibkan dan
9) Kurang adanya dukungan penuh dari masyarakat.

	1) Kerjasama yang baik dari institusi-institusi yang terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Sosial Kota Palembang (DINSOS), Panti Sosial Kota Palembang dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang yang masih sangat baik dan 
2) Selalu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat demi tercapainya tujuan bersama dalam menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang ini.[footnoteRef:176] [176: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Sudiada, Bid Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 

  

	2.
	Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang
	1) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk biaya makan Orang Dalam Gangguan Jiwanya (ODGJ) dari Dinas Sosial (DINSOS) Kota Palembang menganggarkan hanya untuk 200 orang dengan masing-masing Rp 18.000 per hari, Sedangkan jumlah orang gangguan jiwa yang terjaring operasi mencapai 250 orang.
2) Tidak mengetahui asal daerahnya.
3) Keluarganya juga enggan menerima keberadaannya kembali ke rumah,
4) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering mengamuk ketika hendak ditertibkan, dan 
5) Kurangnya jumlah tempat penampungan di  dalam panti dalam satu panti kapasitasnya hanya untuk 200 orang. Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terjaring operasi mencapai 250 orang. 
	Anggota selalu siap siaga ketika ada perintah darurat dari pimpinan.[footnoteRef:177] [177: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang 
	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Yudi Irawan, Skom, Mm. Penata Tk 1,  Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Korban Perdagangan Orang, Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang.] 



	3
	Panti Sosial Kota Palembang
	1) Kurangnya jumlah petugas panti, dengan jumlah klien Panti mencapai 200 orang lebih, namun hanya diurus sebanyak 10 orang yang terdiri dari kordinator, honorer, ASN hingga pejabat struktural lainnya. paling tidak membutuhkan sekitar 30 orang petugas panti. 
2) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk biaya makan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ketika didalam Panti dari pemerintah  menganggarkan hanya untuk 400 orang dengan masing-masing Rp 20.000 per hari, Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwanya (ODGJ) didalam Panti mencapai 450 orang.
3) Kurangnya jumlah anggaran yang diperuntukan untuk gaji anggota atau petugas panti dari pemerintah menganggarkan hanya untuk 10 orang dengan masing-masing Rp. 1.500.000, sedangkan petugas Panti mencapai 18 orang.
4) Kurang adanya kerjasama yang baik antara petugas Panti, dinas kesehatan dan pemertintah Kota Palembang.
5) Pendidikan khusus terhadap anggota atau petugas Panti yang masih sangat kurang, petugas Panti harus memperoleh pendidikan khusus yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) karena sebagaian anggota atau petugas Panti berasal dari kalangan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
6) Infrastruktur, bangunan tempat penginapan bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak layak dijadikan sebagai tempat tinggal bagi pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), seperti WC, air bersih dan areal lingkungan yang harus benar-benar dijaga kebersihannya oleh Pemrintah Kota Palembang.
	

	4
	Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
	1) Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sering melakukan perlawanan pada saat ditertibkan
2) Pembiayaan untuk masalah kesehatan jiwa masih belum mendapatkan porsi dan perhatian yang imbang, karena jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang hanya untuk 870 orang dengan masing-masing Rp 25.000 per hari, Sedangkan jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dirawat mencapai 900 orang.
3) Kurangnya keterampilan khusus dari perawat Rumah Sakit karena sebagian perawat Rumah Sakit berasal dari pendidikan dasar keperawatan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
4) Petugas Panti harus memperoleh pendidikan khusus yang menangani masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) karena sebagaian anggota atau petugas Panti berasal dari kalangan umum yang tidak mendapatkan pendidikan khusus masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
5) kurang adanya dukungan dari keluarga pasien, keluarga pasien menganggap bahwa rumah sakit adalah tempat penampungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bukan tempat pengobtan sementara
6) Pasien tidak mempunyai alamat lengkap sehingga pihak rumah sakit merasa kesulitan ketika hendak memulangkan pasien kepada keluarganya disaat pasien sudah dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit dan
7) Pasien tidak ditunggu oleh keluarganya bagi yang menderita sakit fisik, sehingga petugas medis merasa kesulitan ketika hendak melakukan perawatan.[footnoteRef:178]  [178: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang .] 


	1) Pemerintah sangat mendukung dalam peroses perawatan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
2) Selalu mendapatkan masukan dan keritikan dari masyarakat demi kemajuan Rumah Sakit.
3) Kerjasama dan komunikasi yang baik dari Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Panti Sosial. Sehingga memudahkan bagi pihak Rumah Sakit jika membutuhkan bantuan jika diperlukan[footnoteRef:179] [179: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang .] 




Sumber: Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Aparat Pnegak Hukum Kota Palembang

	Setelah diperhatikan dari kendala-kendala yang dihadapi dalam peroses penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ini, ada tiga kendala utama yaitu:
1. Manajemen Sumber daya Manusia 
	Manajemen sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengembangkan efektifitas dari sumber daya manusia di dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk memberikan kontribusi lebih pada organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. Pada intinya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi.
	Sunarto mengemukakan bahwa terdapat 12 tujuan manajemen sumber daya manusia, diantaranya :
1) Memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, memiliki motivasi tinggi dan dapat dipercaya bagi organisasi.
2) Meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan operasional pekerjaan.
3) Mengembangkan sistem kerja yang baik secara prosedur dalam perekrutan dan seleksi calon karyawan. Prosedur perekrutan dan seleksi dilakukan secara teliti dengan sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja tiap karyawan. Hal tersebut juga ditunjang oleh pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi.
4) Memiliki komitmen tinggi akan karyawan dan menjadikan karyawan sebagai stakeholder dalam organisasi yang bernilai dan berperan dalam pengembangan iklim kerjasama membentuk kepercayaan bersama.
5) Menciptakan lingkungan kerjasama tim yang fleksibel dan terus berkembang.
6) Menyeimbangkan dan menyelaraskan keperluan masing-masing stakeholder.
7) Menghargai elemen sumber daya manusia berdasarkan prestasi yang telah dicapai
8) Meningkatkan kesejahteraan para karyawan baik secara fisik maupun mental.
9) Menciptakan iklim yang harmonis dan produktif yang terbentuk antara manajemen dan karyawan.
10) Menyediakan kesempatan yang merata bagi seluruh elemen sumber daya manusia.
11) Melakukan pendekatan yang humanis dalam proses pengelolaan karyawan yang berlandaskan keadilan, perhatian, dan transparansi.
12) Mengelola tenaga kerja dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan keinginan individu dan kelompok yang difasilitasi dalam penyampaian aspirasi.[footnoteRef:180] [180: 	 Yusuf, Https://Jurnalmanajemen.Com/Tujuan-Manajemen-Sumber-Daya-Manusia, Di Donload Pada Tanggal 24 Januari 2019, Pukul 20.00 Wib.] 

2. Sarana dan prasarana 
		Begitu pentingnya sebuah fasilitas sarana dan prasarana seperti mobil karena merupakan sarana penunjang bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. menjelaskan bahwa transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan ekonomi.[footnoteRef:181]  [181: 	 Salim H.A. Abbas, Manajemen Transportasi, (Edisi 1. Jakarta: 1993. Penerbit Pt. Raja Grafindo Persada), Hlm. 124] 

	Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa transportasi semestinya merupakan salah satu urat nadi dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan secara efisien dan efektif. 
3. Anggaran  
		Begitu pentingnya sebuah anggaran, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan. Manfaat sebuah anggaran adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja, tetapi di dalam peleksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang direncanakan. 
2) Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan, sebetulnya ini adalah tujuan yang paling umum daripada penyusunan budget. Kontrol terhadap pelaksanaan diharapkan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan.
3) Sebagai alat pengkoordinasian kerja. oleh karenanya system anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antarbagian (divisi).
4) Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya.[footnoteRef:182] Jika tidak terealisasinya suatu anggaran maka akan menghambat sebuah kegiatan-kegiata rehabilitasi yang sudah direncanakan oleh Pemerintah. [182: 	 Hendra Poerwanto Https://Sites.Google.Com/Site/Penganggaranperusahaan/Pengertian-Definisi-Manfaat-Tujuan-Anggaran, Donload Pada Tanggal 20 Januari 2019 Pukul 16.00 Wib.] 

3. Kultur hukum: Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Jika diibaratkan sebagai benda maka termasuk pada kategori apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.[footnoteRef:183]  [183: 	 Achmad Ali (Ii), Ibid, hlm., 23] 

	Dapat kita lihat bagaimna kebiasaan-kebiasaan aparat penegak hukum kita dan masyarakat Kota Palembang terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ), yaitu :
1. Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang
1) Merasa resah jika melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di jalan dan tempat-tempat umum.
2) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak memberikan ketenangan ditengah-tengah masyarakat
3) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap bisa disembuhkan jika ditertibkan dan direhabilitasi dengan baik.[footnoteRef:184] [184: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Sudiada, Bid Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 

2. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang
1) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu mari bersama-sama kita rehabilitasi setiap warga yang terkena penyakit gangguan jiwa
2)  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat berbahaya jika dibiarkan berkeliaran ditempat-tempat umum.[footnoteRef:185] [185: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 

3. Panti Sosial Kota Palembang
1) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sama dengan manusia biasanya yang harus mendapatkan perawatan dan pelayanan yang  baik
2) Tidak semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu meresahkan namun ada kalanya mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat contoh: seorang penghuni panti yang gemar membersihkan lingkungan panti tampa diperintah.[footnoteRef:186] [186: 	 Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bpk. Edi, Penjaga Panti Sosial Kota Palembang, Pada Tanggal  27 Juni 2018] 

4. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang
1) Pelayanan adalah segalanya
2)  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sama dengan manusia biasanya yang harus mendapatkan perawatan dan pelayanan yang  baik dari pihak Rumah Sakit.
3) Penyakit gangguan jiwa adalah penyakit yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat[footnoteRef:187] [187: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang .] 

5. Masyarakat Kota Palembang
1) Stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk, menganggap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) itu berbahaya bagi pribadi mereka[footnoteRef:188] [188: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Ibu wulan keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Kebun Bunga Km 9] 

2) Merasa takut jika melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum[footnoteRef:189] [189: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Bpk Sumantri keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Pelaju] 

3) Merasa malu jika ada keluarganya terkena penyakit gangguan jiwa, sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah[footnoteRef:190] [190: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Andy Joni keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Talang Semut] 

4) Sebagian masyarakat menganggap Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial adalah tempat penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) selamanya, sehingga tidak memperdulikan jika ada keluarganya yang diambil untuk direhabilitasi oleh pihak Rumah Sakit dan Panti Sosial.[footnoteRef:191] [191:  Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Andy Joni keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 13 Juni 2018 di Talang Semut] 

5) Merasa malu jika ada keluarganya yang diambil oleh petugas untuk direhabilitasi, sehingga membtuhkan kerja keras dari pihak petugas untuk meyakinkan keluarga dari pasien gangguan jiwa, bahwa penyembuhan dengan cara rehabilitasi adalah merupakan cara yang terbaik.[footnoteRef:192]  [192: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Bpk Anton keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 15 Juni 2018  di Talang Jambi] 

III. Tabel Kultur Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Kota Palembang Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
	No
	Nama Lembaga
	KulturHukum

	1
	Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Palembang
	1) Merasa resah jika melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di jalan dan tempat-tempat umum.
2) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak memberikan ketenangan ditengah-tengah masyarakat
3) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap bisa disembuhkan jika ditertibkan dan direhabilitasi dengan baik.[footnoteRef:193] [193: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Bapak Sudiada, Bid Bagian Pengawalan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Kamis 7 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib. Dikantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang] 


	2
	Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang

	1) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu mari bersama-sama kita rehabilitasi setiap warga yang terkena penyakit gangguan jiwa
2)  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat berbahaya jika dibiarkan berkeliaran ditempat-tempat umum.[footnoteRef:194] [194: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial H. Elvis Rusdy, St,Se,M.Si, Pembina Tk 1,  Jum’at 4  Mei 2018, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinsos Palembang ] 



	3
	Panti Sosial Kota Palembang
	1) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sama dengan manusia biasanya yang harus mendapatkan perawatan dan pelayanan yang  baik
2) Tidak semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu meresahkan namun ada kalanya mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat contoh: seorang penghuni panti yang gemar membersihkan lingkungan panti tampa diperintah.[footnoteRef:195] [195: 	 Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bpk. Edi, Penjaga Panti Sosial Kota Palembang, Pada Tanggal  27 Juni 2018] 



	4
	Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang

	1) Pelayanan adalah segalanya
2)  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sama dengan manusia biasanya yang harus mendapatkan perawatan dan pelayanan yang  baik dari pihak Rumah Sakit.
3) Penyakit gangguan jiwa adalah penyakit yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat[footnoteRef:196] [196: 	 Berdasarkan Hasil Wawancara Kami Dengan  Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang Ibu Sri Suarni, S. Kep, Rabu 4 Juli 2018, Pukul 14.50 Wib.Lokasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang .] 



	5
	Masyarakat Kota Palembang

	1) Stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk, menganggap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) itu berbahaya bagi pribadi mereka[footnoteRef:197] [197: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Ibu wulan keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Kebun Bunga Km 9] 

2) Merasa takut jika melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum[footnoteRef:198] [198: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Bpk Sumantri keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Pelaju] 

3) Merasa malu jika ada keluarganya terkena penyakit gangguan jiwa, sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah[footnoteRef:199] [199: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Andy Joni keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 10 Juni 2018 di Talang Semut] 

4) Sebagian masyarakat menganggap Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial adalah tempat penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) selamanya, sehingga tidak memperdulikan jika ada keluarganya yang diambil untuk direhabilitasi oleh pihak Rumah Sakit dan Panti Sosial.[footnoteRef:200] [200: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Andy Joni keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 13 Juni 2018 di Talang Semut] 

5) Merasa malu jika ada keluarganya yang diambil oleh petugas untuk direhabilitasi, sehingga membtuhkan kerja keras dari pihak petugas untuk meyakinkan keluarga dari pasien gangguan jiwa, bahwa penyembuhan dengan cara rehabilitasi adalah merupakan cara yang terbaik.[footnoteRef:201]  [201: 	 Berdasarkan hasil Wawancara kami dengan Bpk Anton keluarga Pasien ODGJ Pada tanggal 15 Juni 2018  di Talang Jambi] 




Sumber: Hasil Wawancara Dengan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Kota Palembang

	Setelah kita mencermati dan memperhatikan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat Kota Palembang terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). 
	Ternyata dari aparat penegak hukum Kota Palembang mempunyai rasa simpati yang sangat tinggi terhadap  Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), menganggap bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) itu sama seperti manusia biasanya sehingg harus mendapatkan perlakuan yang sama baik dimasyarakat maupun pada saat direhabilitasi.
	Begitu pentingnya sebuah kultur hukum atau  budaya di dimasyarakat karena budaya dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, baik itu dari segi pemulihan penyakit gangguan jiwa, juga dapat mengakibatkan gangguan jiwa bertambah parah. 
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
	Sebelum kita membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), terlebih dahulu kita mengetahui tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam islam adalah :
1. Tugas Pemimpin Dalam Islam
	Imam al Mawardi, seorang ‘ulama besar dalam Madzhab as Syafi’i, dalam ‘al Ahkâm as Sulthôniyyah menjelaskan 10 tanggung jawab dan kewajiban seorang penguasa (kepala negara), adalah sebagai berikut:
1) Menjaga Islam agar senantiasa berada di atas pondasinya, dan di atas apa yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari umat ini.
2) Menerapkan hukum di antara mereka yang berselisih, melerai permusuhan yg terjadi antara mereka yg bersengketa hingga tersebarlah keadilan.
3) Melindungi kesucian serta menjaga kehormatan, agar rakyat dapat beraktifitas dalam kehidupan mereka, dan bepergian kemanapun secara aman dari tindakan penipuan terhadap jiwa atau hartanya.
4) Menerapkan hudud (hukum-hukum Allah) untuk menjaga larangan-larangan Allah dari penodaan, serta menjaga hak-hak hamba-Nya dari kerusakan dan eksploitasi.
5) Membentengi perbatasan dengan jumlah pasukan yang mampu memberikan perlindungan hingga musuh tidak menguasai secuilpun tanah perbatasan, menodai kesucian padanya, atau menumpahkan darah seorang muslim atau kafir mu’ahid di dalamnya.
6) Memerangi siapa saja yang menentang Islam setelah mereka menerima seruan dakwah, hingga mau berIslam atau mau masuk dalam dzimmah (sebagai kafir dzimmi), guna menegakkan hak Allah SWT dalam memenangkan Islam atas seluruh agama lainnya.
7) Memungut harta fai’ dan berbagai macam zakat berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh syara’ melalui nash atau berdasarkan ijtihad, tanpa rasa takut dan tanpa berlaku zalim.
8) Menetapkan anggaran pengeluaran dan apa-apa yang sudah menjadi hak dalam baitul mâl, tanpa berlebihan dan tidak pula kikir, membayarkan pada waktunya tanpa memajukannya dan tidak pula mengakhirkan.
9) Mengangkat para pemegang amanah yang memiliki kafa’ah (kapabilitas) dan mengangkat para penasihat pada tugas-tugas yang besar, dan pada tanggung jawab yang berat menyangkut harta.
10) Menangani sendiri secara langsung pemantauan dan pengurusan terhadap berbagai urusan, dan senantiasa mencari tahu kondisi yang terjadi; agar dia bangkit dalam mengurus urusan-urusan umat dan menjaga agama, tidak terlalu mengandalkan pembantunya dalam menunaikan tugas sementara dia menyibukkan diri dengan kenikmatan-kenikmatan jasadiyah atau ibadah, karena adakalanya orang yang dipercaya itu berlaku khianat dan penasihat itu berbuat culas.[footnoteRef:202] [202: 	 Mansur Nurdin, Jejak-jejak Kepemeimpinan Rasulullah SAW, (Grafindo, Bandung: 2008), hlm., 37    ] 

	Jika seseorang, walaupun dia mendapatkan kekuasaan dengan benar, namun dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak menerapkan hukum-hukum syari’ah Allah malah mengkriminalisasikannya, tidak menjaga Islam namun malah mengotorinya, maka pada hakikatnya dia telah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lubang kehinaan dan kehancuran. Sebagaimana Firman Allah swt, dalam Qur’an Surat Al- Anfaal: 27
           
  Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Kemudian Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ 
مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ

  Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)[footnoteRef:203] [203: 	 Departemen Agama RI, Al Qur’an Tafsir dan Terjemahan, (Al Mahari, Jakarta: 2009), hlm 372   ] 


2. Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Islam
	Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa mengenai pertanggung jawaban kepala negara terhadap Allah dan terhadap rakyat yang telah membai’atnya, serta kedudukan kepala negara sebagai pelayan yang digaji oleh rakyat, Imam Hasan Al-Banna berdalil pada hadits Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Sallam Yang berbunyi:
كُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
Artinya: Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban kepemipinannya tersebut.

Dan ungkapan Abu Bakar yang berbunyi:
أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَحْتَرِفُ لِعِيَالِيْ فَأَكْتَسِبُ قُوَّتَهُمْ، فَأَنَا اْلآنَ أَحْتَرِفُ لَكُمْ، فَافْرِضُوْا لِيْ مِنْ بَيْتِ مَالِكُمْ
Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku bekerja sendiri (berusaha) demi menghidupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang aku berkerja pada kalian, maka hendaklah kalian ambilkan sedikit (upah) buatku dari baitul mal.

	Ini merupakan semacam kesepakatan dan kontrak kerja antara rakyat dengan pemimpinnya agar menjalankan kewajiban dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan umum, sehingga jika sang pemimpin tersebut mengerja-kan tugasnya secara baik dan profesional, maka dia berhak mendapatkan ganjaran (kompensasi), sementara jika dia melalaikan tugasnya, maka dia pun berhak mendapatkan hukuman.[footnoteRef:204] [204: 	 Ibid., hlm. 374] 

	Aqad ini tentu berbeda dengan transaksi jual beli maupun bisnis, karena dalam transaksi jual beli maupun bisnis, transaksi antara pembeli dan penjual dinyatakan telah selesai dan sah dengan adanya aqad dan pertukaran barang secara langsung. Tapi aqad dan nota kesepahaman antara pemimpin dengan rakyatnya lebih identik dengan transaksi perwakilan yang terikat oleh beberapa syarat dan ketentuan. Ketentuan tersebut bertujuan supaya kepala negara melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, baik menyangkut mengatur urusan dalam maupun luar negeri, mewujudkan kepentingan bersama umat Islam serta melindungi aset kekayaan, kehormatan dan nyawa para rakyatnya. Puncak dari tugasnya adalah penerapan hukum syari’at Islam dalam segenap aspek kehidupan. Dan sebagai konsekuensinya, setiap rakyat wajib mentaati, membantu dan menyokong kepemimpinannya.[footnoteRef:205] [205: 	 Ibid., hlm. 377] 

	Untuk itu, rakyat selaku pemberi kewenangan dan kepala negara selaku wakil atau yang ditugaskan menjalankan kewenangan, jika kepala negara mengerjakan tugasnya secara profesional dan seoptimal mungkin, maka jabatannya sebagai kepala negara tentu bisa bertahan lama di atas dukungan, bantuan dan ketaatan rakyatnya. Sementara bila kepala negara tidak menjalankan wewenang yang telah diamanahkan rakyat serta tidak sanggup mewujudkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka rakyat berhak mencopot dan memberikan wewenang pada orang lain yang berhak dan punya kapabilitas untuk memimpin negara.[footnoteRef:206] [206: 	 Mansur Nurdin, Ibid hlm. 89] 

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
	Pemerintah Walikota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang, Pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada Dinas-dinas yang terkait. Pelimpahan wewenang adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Kemudian di dalam pelimpahan wewenang tersebut terdapat tujuan dan manfaat daripada pelimpahan wewenang tersebut, salah satunya adalah mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat segera diwujudkan atau diimplementasikan.[footnoteRef:207] [207: 	 Ibrahim Fadil, Http://Www. Jaya Dakira. /Kewenangan-Walikota , Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2018, Pukul 8.30.00 Wib] 

	Mengingat semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Walikota berfokus pada pelayanan masyarakat dimana jangkauan Walikota kepada masyarakat daerah Kota Palembang yang mempunyai wilayah demikian luas maka perlu adanya kerangka untuk mengatur dan menyeimbangkan keterbatasan pemerintahan, dalam masalah tersebut perlu adanya sistem pemerintahan yang kewenangannya tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah Walikota sehingga pemerataan bisa dilaksanakan, maka dengan mengambil sistem desentralisasi diharapkan dapat memangkas urusan pemerintah Walikota.[footnoteRef:208] [208: 	 Wahyu Nor, Http://Www.Semipedia.Com/2013/02/Kewenangan-Pemerintah-Daerah.Html, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib] 

	Pelaksanaan pendelegasian wewenang Walikota Palembang  kepada Dinas-dinas yang terkait diantaranya : Dinsos Kota Palembang, Pol PP kota Palembang, Panti Sosial Kota Palembang dan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Yang Berbunyi:  “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.[footnoteRef:209] [209: 	 Hamid Soleh, Rasulullah Penegak Keadilan, ( Duta Aksara, Semarang: 1998) hlm, 78-] 

	Jika dilihat pemahaman fiqih politik yang dianut oleh Imam Hasan Al-Banna dapat disimpulkan bahwa seorang kepala negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu. Tugas-tugas ini mesti ditunaikan oleh kepala negara yang akan dievaluasi oleh rakyat selaku konstituen yang memberikan amanah kepemimpinan. [footnoteRef:210] [210: 	 Ibid, hlm, 79] 

	Bila tugas ditunaikan niscaya sang kepala negara akan menuai dukungan dan sokongan dari rakyatnya. Sebaliknya, jika gagal menjalankan kepemimpinan, rakyat berhak meluruskan bahkan melengserkannya dari jabatan. Sistem ini telah diterapkan semenjak kepemimpinan era Khulafaurrasyidin yakni, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di era pemimpin umat Islam yang terkenal dengan keadilannya seperti Umar bin Abdul Aziz.[footnoteRef:211] [211:  Sulaiman Abu, Sejarah Kepemimpinan Rasulullah dan Para Sahabat, (Grafindo Persada, Bandung: 2016), hlm. 92-94] 

	Selain itu, Imam Hasan Al-Banna juga membolehkan bagi seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada salah seorang yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai kepala negara dan diyakininya mampu menjalankan wewenangnya sebagai kepala negara. Seperti kepemimpinan perdana menteri yang terdapat di berbagai negara sekarang. Pendapat Beliau ini disandarkan pada pandangan tokoh-tokoh politik Islam terkenal sekaliber Al-Mawardi Asy-Syafi’i yang meninggal dunia tahun 450 H, serta pandangan politik Abu Ya’la Al-Farra’ Al-Hanbali yang meninggal dunia tahun 458 H.[footnoteRef:212] [212:  Ibid., hlm. 95-97] 

	Imam Hasan Al-Banna berpedoman pada buku karangan Al-Mawardi Asy-Syafi’i yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayaat Ad-Diniyyah. Beliau mengutip pandangan politik Al-Mawardi yang membolehkan pelimpahan wewenang kepala negara kepada seorang perdana menteri selaku pelaksana tugas sebagai berikut: “Pemerintahan perdana men¬teri yaitu suatu bentuk pelimpahan wewenang seorang kepala negara terhadap seorang perdana menteri yang akan menjalankan urusan pemerintahan di bawah pengawasan dan persetujuan langsung dari kepala negara. Pola pemerintahan seperti ini sah menurut Islam. Sebagaimana firman Allah yang menceritakan permintaan nabi Musa AS dalam Qur’an Su¬rah Thaha ayat 29-32 yang berbunyi:
                         
Artinya: dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikankanlah Dia sekutu dalam urusanku.[footnoteRef:213] [213: 	 Al-Qur’an Dan Terjemahan (Al Qolam, Jakarta: 2014), Qs. Toha 29-32 ] 


	Jika model dan pola seperti di atas disahkan dalam wilayah kenabian, maka sudah barang tentu lebih dilegitimasi lagi dalam urusan pemerintahan. Ketika seorang kepala negara melimpahkan sebagian urusan kenegaraan kepada perdana menterinya, karena ketidaksanggupan kepala negara menghendel tugas tersebut secara pribadi tanpa bantuan orang lain, maka roda pemerintahan menjadi semakin lancar daripada ia harus berpikir dan bekerja sendiri. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh adalah menutup peluang terjadinya banyak kekeliruan dan kegagalan dalam perjalanan roda pemerintahan”.[footnoteRef:214]  [214:  Sulaiman Abu, Sejarah Kepemimpinan Rasulullah dan Para Sahabat, (Grafindo Persada, Bandung: 2016), hlm. 92-94] 

	Imam Hasan Al-Banna berkata: “Tidak ada larangan dalam Islam bila seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan rakyat, sebagaimana fakta yang banyak disaksikan di beberapa pemerintahan negeri-negeri Islam. Para ulama fiqih juga telah memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang digunakan dalam situasi dan kondisi semacam ini adalah melindungi kemaslahatan umum”.[footnoteRef:215] [215: 	 Ibid, hlm 105] 



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007) jika dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, Pelaksanaan Pendelegasian dimana kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemerintah Walikota Palembang dalam melakukan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dikota Palembang, pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada Dinas-dinas yang terkait. 
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Jika dilihat dari sistem penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman, adalah sebagai berikut:
1) Struktur Hukum: 
	Yang masih sangat kurang yang dialami oleh aparat penegak hukum kita terutama yang berkaitan dengan masalah:
a) Sumber daya manusia, 
b) Sarana prasarana dan 
c) Aggaran
2) Subtansi hukum 
a) Penguraian isi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007, tidak memberikan ketegasan terhadap pelaksana baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukumnya. 
b) Dari isi Peraturan Daerah Kota Palembang tersebut terlihat bahwa tidak adanya penegasan kata “wajib atau harus” untuk menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Supaya bisa sejalan dengan Undang-undang Pasal 491 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Kultur hukum: 
	Atau kultur budaya atau kebiasaan kebiasaan oleh aparat penegak hukum kita terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sangat baik mengangggap bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah sama dengan manusia biasanya yang harus mendapatkan perawatan dan pelayanan yang  baik namun yang menjadi kendala utama pemerintah Kota Palembang adalah stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk, sehingga dukungan dari masyarakat kepada pemerintah Kota Palembang masih sangat kurang.


B. Saran
1. Kepada Pemerintah Kota Palembang agar penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini semakin efektif adalah: Agar supaya mengadakan komunikasi yang intens, kerjasama diberbagai lini dan melakukan penekanan kepada masyarakat terhadap peraturan daerah yang sudah dibuat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang baik, sarana dan prasarana dan anggaran yang cukup.   
3. Melakukan upaya sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat secara langsung melalui seminar-seminar yang diadakan satu bulan sekali disetiap kecamatan Kota Palembang.
4. Untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk, baik keluarga pasien maupun masyarakat pada umumnya, sebaiknya pemerintah Kota Palembang memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melaporkan atau mnghantarkan pasien Orang Dengan Jiwa (ODGJ) kepada pihak yang berwenang  jika diketahui keberadaanya. 
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